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1.1 [bookmark: _Toc213234601][bookmark: _Toc213943778]Latar Belakang 
	Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan penganggaran (Adinata et al., 2023). Selanjutnya, LKPD tersebut akan diaudit dan diberikan opini audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan menggunakan empat kriterita pemberian opini audit BPK, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) (BPK Maluku, 2022) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit didefinisikan sebagai pernyataan profesional auditor atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam akuntansi pemerintahan, akuntabilitas tercermin melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian tepat waktu, dan perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang hal ini menjadi tujuan ideal good public governance dalam perpspektif akuntansi pemerintaha (Adinata et al., 2023) n. 
	Opini WTP dianggap sebagai indikator transparansi dari laporan keuangan pusat dan daerah yang dilakukan secara wajar, bebas dari salah saji, material, serta sesuai dengan peraturan keuangan yang menunjukkan bahwa pemerintah telah 
1

melaksanakan tata kelola yang baik, khususnya dalam pertanggunggungjawaban uang negara (Fazlurahman et al., 2020). Damanik & Shauki, (2019) berpendapat mengenai salah satu indikator laporan keuangan pemerintah yang baik serta memadai adalah keberhasilan dalam memperoleh opini WTP. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada lembaga negara atau pemerintah akan mempengaruhi kredibilitas institusi (Tirto.id, 2017). Opini WTP yang diperoleh oleh suatu lembaga atau pemerintah menunjukkan bahwa laporan keuangannya dapat dikatakan “bersih” dan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga hal tersebut mendorong para lembaga negara atau pemerintah bersaing dalam mendapatkan opini WTP dari BPK (BPK Maluku, 2022).
	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur tahun anggaran 2023, seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur memperoleh opini audit WTP dari BPK dimana salah satunya ialah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memperoleh opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2012 lalu atas laporan keuangannya (BPK RI, 2024). Meskipun LKPD telah disajikan secara wajar untuk seluruh aspek material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, perolehan opini WTP dari BPK tidak menutup kemungkinan tidak adanya penyimpangan ataupun kecurangan (fraud) yang terjadi lingkungan instansi pemerintah. 
Hal ini terbukti pada tahun 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan hasil penindakan penyidikan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kasus korupsi di Kalimantan Timur pada tahun 2022. Hasilnya, pemetaan kasus korupsi di Kalimantan Timur berdasarkan tahun 2022, tercatat sepanjang APH di Kalimantan Timur paling banyak mengusut kasus korupsi dengan jenis kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 3. Dari 20 kasus, sebanyak 18 kasus dikenakan pasal kerugian keuangan negara, sementara 2 kasus lainnya dikenakan pasal suap-menyuap. Pemetaan korupsi berdasarkan jabatan, pegawai pemerintah daerah menjadi tersangka paling banyak dalam kasus korupsi di Kalimantan Timur pada tahun tersebut, disusul  pegawai swasta, pejabat BUMD, serta kepala dan perangkat desa (Media Kaltim, 2023).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang di Kalimantan Timur. OTT KPK Kalimantan Timur ini melibatkan beberapa penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (Media Kaltim, 2023). Salah satu kasus korupsi penyumbang kerugian terbesar di Kalimantan Timur yang terjadi pada tahun 2022 ialah kasus PLTS Kutai Timur dengan total kerugian Rp53,6 miliar dan kasus korupsi mantan Bupati PPU Abdul Gafur Masud senilai Rp12,5 miliar (Media Kaltim, 2023).  Selain itu juga, pada tahun yang sama juga terjadi kasus korupsi di darah Berau terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pajak dan bea balik nama kendaraan pada Kantor Samsat Berau yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp6 miliar (iNews Kaltim, 2022). Pada tahun selanjutnya, terjadi kasus korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa proyek jalan Tahun Anggaran 2023 di Kalimantan Timur yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) serta Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kalimantan Timur (Kompas.com, 2023). Selain itu, kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan serta masih dalam penyelidikan ialah kasus dugaan korupsi pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur yang menjadikan beberapa pejabat pemerintah kalimantan timur sebagai tersangka, salah satunya ialah mantan Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Awang Faroek Ishak (Kompas.com, 2024).  
	Melalui hal tersebut, dapat dilihat bahwa dampak dari praktik kecurangan yang ditimbulkan sangat merugikan serta mengancam keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terutama pada pemerintahan di wilayah Kalimantan Timur.  Kasus-kasus kecurangan tersebut jika dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan maka akan terus berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan kecurangan (fraud), salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko di lingkungan pemerintah (Sudarmanto, 2020).  
	Manajemen risiko adalah kegiatan atau proses mengidentifikasi kejadian, melakukan penilaian, serta merespon terhadap risiko yang mungkin timbul dan berdampak buruk bagi instansi (Sulistiyo & Yanti, 2022). Secara umum, identifikasi atas kejadian yang mungkin terjadi akan menghasilkan dua kemungkinan, yakni risiko yang akan berdampak buruk bagi organisasi dan kesempatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi (Wilda et al., 2024). Manajemen risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko untuk mencapai sasaran atau tujuan strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan serta dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan atau sasaran tersebut (Inspektorat Bangka Belitung, 2020). Inilah mengapa manajemen risiko penting untuk diterapkan di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki area rawan kecurangan yang harus diidentifikasi sejak awal (Inspektorat Jenderal, 2023). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wilda et al., 2024) yang menyebutkan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan, yang berarti manajemen risiko yang diterapkan oleh manajemen instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat melindungi instansi serta mencapai tujuan instansi. 
	Selain manajemen risiko, penerapan Good Government Governance (GGG) atau biasa dikenal Good Governance juga tidak kalah penting dalam mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah. Good Governance adalah bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, pencegahan korupsi baik secara politik mapupun administrasi, penghindaran dari salah alokasi dana investasi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi perkembangan aktivitas usaha (Engkus et al., 2021). Good Governance berkontribusi pada pengurangan kecurangan di pemerintahan melalui penerapan prinsip-prinsipnya. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara konsisten, negara dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Good governance merupakan salah satu dari berbagai upaya pemerintah dalam memberantas kecurangan khususnya korupsi. Pemerintah berkomitmen menerapkan negara yang bersih serta bebas korupsi melalui konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008). 	Comment by Nadila Azizah: Mau dibaikin kata katanya, kek gajelas masih	Comment by Nadila Azizah: Tambahin kek kaitan mengenai pentingnya penerapan good governance di pemerintahan, dan cari sc yang mengatakan pentingnya penerapan gg untuk pencegahan korupsi atau pentingnya diterqapkan di sektor pemerintahan. 
Sejalan dengan pentingnya penerapan manajemen risiko dan good governance pada instansi pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya kecurangan serta memastikan tercapainya tujuan organisasi, budaya etis organisasi juga memainkan peran kunci dalam mendukung keduanya. Budaya etis organisasi merupakan sebuah sistem nilai, norma, maupun keperacayaan yang dimiliki oleh setiap individu pada sebuah organisasi yang kemudian  nilai dan norma tersebut menjadi pengaruh bagi setiap individu pada organisasi dalam bekerja dan bertika untuk menghindari perbuatan serta tindakan yang kemungkinan dapat merugikan organisasi (Artini, 2020). Menurut (Iistiyowati, 2007) budaya organisasi dapat menjadi peluang bagi sebuah individu dalam organisasi untuk melakukan kecurangan. Akan tetapi, budaya organisasi yang baik tidak akan memberikan kesempatan bagi setiap individu dalam organisasinya untuk melakukan kecurangan. Hal ini dikarenakan budaya etis yang kuat cenderung mendorong individu untuk berperilaku secara etis serta mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan yang menyebabkan peluang individu untuk terlibat dalam perilaku kecurangan atau korupsi akan lebih rendah karena individu akan lebih memperhatikan nilai serta norma dalam setiap tindakan yang dilakukan. Sehingga, melalui budaya etis organisasi diharapkan dapat mencegah timbulnya praktik kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi (Akbar et al., 2019). Penggunaan budaya etis organisasi sebagai variabel pemoderasi ini termotivasi dari ketidakkonsistenan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian yang dilakukan oleh (Primastiwi, 2020) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan pada penelitian (Setiawan, 2019) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo et al., 2025) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan pada penelitian(Raharja & Sulistyowati, 2023) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. 	Comment by Nadila Azizah: Tambahin kek kata kata logika pemoderasi gitunah, yang didukung oleh penelitian terdahulu juga bole (kalau ada)	Comment by Nadila Azizah: Coba cek, ini bener kah dia moderasinya ke y aja atau hrs ada kaitannya dengan variabel x juga?
	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau auditor internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Auditor internal pemerintah memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana pemerintah dapat terlaksanakan secara efisien dan efektif (Kamal, 2023). Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 70 Tahun 2020 Pasal 20 tentang Pedoman Pengolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pasal 20 dijelaskan bahwa pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan risiko yang mencakup audit, reviu, pemahaman evaluasi, dan pemantauan lainnya. 
	Berdasarkan penjelasan dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Pengaruh Manajemen Risiko dan Penerapan Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Variabel Moderasi”. 
1.2 [bookmark: _Toc213234602][bookmark: _Toc213943779]Rumusan Masalah 
[bookmark: _Hlk152442151]	Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Apakah manajemen risko berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
b. Apakah good governance berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
c. Apakah budaya etis organisasi dapat memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan? 
d. Apakah budaya etis organisasi dapat memoderasi pengaruh good governance? 
1.3 [bookmark: _Toc213234603][bookmark: _Toc213943780]Tujuan Penelitian
[bookmark: _Hlk152442161]	Sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneli rumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan 
2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh good governance terhadap pencegahan kecurangan.
3) Mengetahui dan menganalisis budaya etis organisasi sebagai pemoderasi pengaruh manajamen risiko terhadap pencegahan kecurangan.
4) Mengetahui dan menganalisis budaya etis organisasi sebagai pemoderasi pengaruh good governance terhadap pencegahan kecurangan. 
1.4 [bookmark: _Toc213234604][bookmark: _Toc213943781]Manfaat Penelitian
[bookmark: _Hlk152443225][bookmark: _Hlk183189892]	Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1) Manfaat Teoritis 
	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, tambahan informasi, serta menjadi referensi bacaan yang bermanfaat di lingkungan akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
2) Manfaat Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan sebagai upaya meningkatkan pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi instansi pemerintah di Kalimatan Timur untuk evaluasi serta pengoptimalan manajemen risiko dan good governance  dalam meningkatkan pencegahan kecurangan. 
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[bookmark: _Toc213392803][bookmark: _Toc213802859][bookmark: _Toc213943782]BAB II 
[bookmark: _Toc213234606][bookmark: _Toc213943783]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc213234607][bookmark: _Toc213943784]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc213234608][bookmark: _Toc213943785]Stewardship Theory 
[bookmark: _Hlk190993749]Teori stewardship pertama kali dikemukakan oleh Lex Donaldson dan James H. David pada tahun (Donaldson & Davis, 1991) dimana teori ini menggambarkan situasi para manajemen atau peran agent bertindak sebagai steward tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih ditujukan untuk memberikan manfaat secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang dimana peran steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. 
Teori ini dilandasi dengan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Steward yang meyakini bahwa kepentingannya sejalan dengan kepentingan organisasi, sehingga steward akan termotivasi untuk mengarahkan tujuan serta memberikan manfaat langsung pada organisasi, bukan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini didasarkan pada asumsi teori stewardship bahwa kepentingan antara steward dan principal mengarah ke arah yang sama sehingga kesejahteraan organisasi akan menjadi tujuan utama untuk keduanya. Ketika manfaat organisasi tercapai, maka manfaat individu juga akan ikut tercapai. 


Teori ini memberikan asumsi bahwa auditor internal yang bertindak sebagai steward akan membantu pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam 
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mencapai tujuannya. Dalam menjalankan perannya, auditor akan melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, pengawasan, serta pemeriksaan secara berkala untuk mencapai tujuan pemerintah, yakni membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari kecurangan. 
Melalui hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa stewardship theory merupakan teori yang mendukung terjadinya variabel manajemen risiko dan good governance karena pada dasarnya APIP atau auditor internal yang bertindak sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dengan mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan di lingkungan pemerintah dengan mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola (good governance) dan manajemen risiko di lingkungan manajemen pemerintah daerah.  
2.1.2 [bookmark: _Toc213234609][bookmark: _Toc213943786]Pencegahan Kecurangan
 Kecurangan (fraud) memiliki definisi yang tidak terbatas. Banyak para ahli menyimpulkan kecurangan dalam berbagai definisi sesuai perpektifnya. (Komala et al., 2019) mengemukakan bahwa kecurangan merupakan upaya penipuan yang disengaja dengan tujuan untuk mengambil harta atau hak orang lain.  Menurut Association of Certified Fraud Examiners, kecurangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya melalui perbuatan yang melanggar hukum yang secara langsung merugikan pihak lain. Di dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga dikemukakan mengenai definisi kecurangan sebagai jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan individu atau kelompok dengan cara yang tidak dibenarkan dalam hukum. 
 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) merancang bagan yang dikenal sebagai fraud tree atau pohon kecurangan. Bagan ini menggambarkan skema berbagai bentuk jenis kecurangan yang terjadi di lingkungan kerja, yaitu: 
1) Corruption merupakan sebuah skema di mana seorang pegawai menyalahgunakan jabatan atau pengaruhnya dalam transaksi bisnis dengan cara melanggar tanggung jawabnya terhadap perusahaan demi memperoleh keuntungan untuk individu atau kelompok baik secara langsung ataupun tidak langsung . 
2) Asset Misappropriation merupakan sebuah skema di mana seorag pegawai mengambil atau memanfaatkan sumber daya organisasi secara tidak sah untuk keuntungan pribadi. 
3) Financial Statement Fraud merupakan sebuah skema dimana seorang pegawai dengan sengaja menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat atau menghilangkan informasi penting guna menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. 
  Di Indonesia, kecurangan jenis korupsi menjadi permasalahan yang sangat serius karena maraknya kasus korupsi yang sering terjadi dan menjadi salah satu penyumbang kerugian terbesar bagi Negara. Menurut laporan Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations yang dirilis oleh Association of Certified Examiners (ACFE), Indonesia menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah kasus kecurangan terbanyak pada tahun 2022, dengan 23 kasus yang terdata (korupsi 64%, penyalahgunaan aset 28,9%, dan kecurangan laporan keuangan 6,7%) (ACFE, 2022) dan kasus korupsi tersebut terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan (ICW, 2023). Kasus kecurangan, khususnya korupsi yang melanda Indonesia ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan kehidupan, baik dari aspek individu, birokasi, ekonomi, politik, maupun kehidupan sosial (Setiadi, 2018). Dampak yang ditimbulkan dari kasus korupsi ini sangatlah merugikan berbagai pihak dan akan semakin mengancam stabilitas pemerintahan jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kecurangan. 
 Pencegahan kecurangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen melalui penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang bertujuan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil oleh dewan komisaris, manajemen, dan anggota instansi lainnya supaya dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tiga tujuan utama, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas serta efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku (Rahman, 2020). Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2008),pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang dilakukan guna meminimalisir dan menekan faktor terjadinya kecurangan (fraud). Sehingga dalam hal ini, pencegahan kecurangan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk  mengurangi serta menekan segala bentuk tindakan tidak jujur yang tidak sesuai dengan peraturan yang dapat merugikan organisasi. 
Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga cita-cita perusahaan akan tercapai dan membuat reputasi perusahaan menjadi lebih baik (Mersa et al., 2021). 
 Kecurangan dapat ditangani dengan dua pendekatan, yakni melalui pencegahan dan pendeteksian. Beberapa para ahli berpendapat bahwa penipuan yang berhasil dideteksi hanyalah sebagian kecil dari total kasus penipuan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, fokus utama harus diberikan pada upaya pencegahan (Septiani et al., 2023).  
2.1.3 [bookmark: _Toc213234610][bookmark: _Toc213943787]Manajemen Risiko 
 Kasus kecurangan seringkali terjadi karena internal kontrol kurang dirancang dengan baik dan lemahnya pengendalian tata kelola organisasi. Banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, diantaranya dengan memiliki prosedur pengendalian yang kuat untuk membatasi risiko. Salah satu upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan menerapakan manajemen risiko (F. Lestari & Mayangsari, 2023). 	Comment by Nadila Azizah: Cari, apa bedanya manajemen risiko sama pengendalian internal wkwkwk sama apa fungsi nya 
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengendalikan serta mengelola risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat memberikan dampak negatif pada sebuah organisasi, mengevaluasi risiko tersebut, serta memberikan respons terhadap risiko yang muncul (COSO, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawati et al., 2022), manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian strategi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan seluruh risiko yang berkaitan dengan operasional organisasi. 
Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi, melakukan penilaian, serta merespons risiko-risiko yang berpotensi merugikan organisasi. Manajemen risiko menjadi bagian penting dari organisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi potensi risiko-risiko yang mengancam keberlangsungan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (F. Lestari & Mayangsari, 2023). 	Comment by Nadila Azizah: Ini kaitan dengan pencegahan kecurangannya kuhapus, nanti dikaitin sendiri aja, nth pas presentasi kah kek penerapan mj risk ini penting bgt untuk mencegah kecurangan di pemerintahan
[bookmark: _Hlk190091462]Manajemen risiko memiliki peran yang penting dalam mencegah serta mengendalikan risiko, khususnya dalam pengendalian internal yang berfungsi untuk mencegah serta mendeteksi kecurangan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk membantu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam mengidentifikasi risiko secara akurat dan mengambil keputusan yang paling optimal (F. Lestari & Mayangsari, 2023).
2.1.4 [bookmark: _Toc213234611][bookmark: _Toc213943788]Good Government 
  Good Government atau yang biasa disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya pemerintah menjalankan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab dengan mengikuti prinsip pengelolaan yang baik dan memastikan pasar yang berjalan efisien, penghindaran kesalahan alokasi dana, dan pencegahan korupsi baik dalam bidang politik maupun administratif (Pratolo & Jatmiko, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hasriani, 2024), good governance didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta berlandaskan pada norma dan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Sehingga, definisi good governance dapat disimpulkan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan harapan dapat mengubah tata cara pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik.	Comment by Nadila Azizah: Ga ngerti maksudnya, ntr di cari lagi ini maksudnya apasih dan bisa di cek lagi ggg dan gg itu gimanah, bedanya aoa hft
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan (Ferdyanti & Priono, 2022). Penerapan Good Governance dikatakan berjalan dengan baik jika sektor pemerintah, swasta dan masyarakat mampu bersinergi dalam membangun pemerintahan yang baik (Dewi & Padnyawati, 2022). Dengan adanya penerapan prinsip tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah individu atau kelompok dalam suatu lembaga atau instansi melakukan kecurangan (Fitriana & Suwandi, 2023). 
2.1.5 [bookmark: _Toc213234612][bookmark: _Toc213943789]Budaya Etis Organisasi 
 Budaya organisasi adalah sebuah sistem nilai dan keyakinan bersama yang dipegang oleh anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak. Budaya tersebut mencerminkan persepsi yang dimiliki oleh para anggota yang menjadi dasar tindakan mereka (Yuliani, 2018). Dengan kata lain, budaya organisasi merupakan nilai yang dirasakan bersama oleh para anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku pada organisasi. 
 Etika adalah seperangkat peraturan yang disusun untuk mempertahankan martabat suatu profesi, mengarahkan hubungan antar anggotanya, serta memberikan jaminan kepada publik bahwa profesi tersebut mempertahankan standar kinerja yang tinggi yang dimana secara umum mencakup nilai-nilai dan prinsip moral (Sunyoto, 2014). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Awatif & Mulyaning Tyas, 2022), budaya etis organisasi adalah kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh individu atau anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara kerja dan perilaku individu agar sesuai dengan tujuan organisasi serta mendorong terciptanya perilaku yang. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo et al., 2025), budaya etis organisasi didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai, keyakinan, asumsi, atau norma yang telah lama berlaku, disepakati, dan juga diikuti oleh seluruh anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dalam pemecehana masalah-masalah organisasinya. 
Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa budaya etis organisasi merupakan suatu pedoman perilaku sosial yang memuat norma, etika, dan nilai yang telah disepakati sebagai tata cara berperilaku serta beraktivitas dalam organisasi. 
2.2 [bookmark: _Toc213234613][bookmark: _Toc213943790]Penelitian Terdahulu 
	Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar penelitian untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya dan sebagai dasar dalam menyusun kerangka konsep penelitian yang digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. 
[bookmark: _Toc191022273][bookmark: _Toc213256116]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk190091848]No
	Peneliti (Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel
	Alat Analisis
	Hasil Penelitian

	1.
	(Prabowo et al., 2025)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate
Governance, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Budaya Etis
Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS Dengan
Moralitas Individu Sebagai Moderasi
	Independen (X) : 
Sistem Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Budaya Etis Organisasi

Dependen (Y) : 
Pencegahan Kecurangan Dana BOS

Moderasi (Z) : 
Moralitas Individu
	Menggunakan WarpPLS 8.0 
	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana BOS. 

Good Corporate Governance, Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Budaya Etik organisasi Berpengaruh Potifif terhadap Pencegahan Fraud. 

	2.
	(Murhaban et al., 2024)	Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Audit, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus SMP di Kec. Perbaungan) 
	Independen (X): Budaya Organisasi, Proactive Audit, dan Whistleblowing System

Dependen (Y) : Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS
	Analisis Regresi Linear menggunakan SPSS 25
	Budaya Organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana BOS. Sementara itu, proactive audit dan whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana BOS

	3.
	(Nafisah & Witono, 2024)
	Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Good 
Governance, Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap 
Pencegahan Fraud pada Keuangan Daerah
	Independen (X) : Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Good Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan  

Dependen (Y) : Pencegahan Fraud 
	Menggunakan SPSS 20 dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
	Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan Good Governance berpengaruh signifikan terhadap pencegahan Fraud. 
Sementara itu, pengawasan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. 

	4.
	(Sulistiyo & Yanti, 2022)
	Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko dan 
Wistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud
	Independen (X) : Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Whistleblowing System

Dependen (Y) : Pencegahan Fraud 
	Analis linear berganda dengan SPSS v24
	Pengendalian internal, manajemen risiko, dan whistleblowing system berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud

	5.
	(Wilda et al., 2024)
	Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan 
Risk Management Terhadap Pencegahan Fraud melalui Good 
Corporate Governance sebagai Variabel Intervening (Studi 
Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Makassar)
	Independen (X) : Pengendalian Internal. Budaya Organisasi, dan Risk Management

Dependen (Y) : Pencegahan Fraud

Mediasi (M) : 
Good Corporate Governance 
	Analisis statistik deskriptif menggunakan PLS
	Pengendalian internal, budaya organisasi, risk management, dan good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Sementara itu, budaya organisasi melalui good corporate governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pencegahan fraud. 

	6.
	(Fauzia & Harnovinsah, 2021)
	Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, Internal Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Dimediasi Akuntabilitas Publik (Survey di Kemernterian Perindustrian)
	Independen (X) : 
Tata Kelola Pemerintahan, Digitalisasi, dan Internal Auditor 

Dependen (Y) : Pencegahan Fraud

Mediasi (M):
Akuntabilitas Publik
	Analisis Statistik Deskriptif dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) menggunakan SmartPLS
	Penerapan good government governance, digitalisasi, peran auditor internal, dan mediasi akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecuranngan. 


	7.
	(Inawati & Sabila, 2021)	Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan 
Kompetensi Aparatur Pemerintah
	Independen (X) : whistleblowing system, government governance, dan kompetensi aparatur pemerintah 

Dependen (Y) : pencegahan fraud 


	Penelitian ini menggunakan metode mix method sehingga analisis yang digunakan ialah analsiis regresi berganda dan in-depth interview
	Government governance dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Sementara itu, whistleblowing system tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud.  

	8.
	(Akbar et al., 2019)
	Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan 
Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi
	Independen (X) : Implementasi E-Procurement dan sistem pengendalian internal pemerintah

Dependen (Y) : Pencegahan Fraud

Moderasi (Z): 
Budaya etis organisasi 
	Analisis moderated regression menggunakan SPSS. 
	Implementasi e-procurrement dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Selain itu, budaya etis organisasi mendukung mampu memoderasi kedua variabel tersebut dalam pencegahan fraud. 


Sumber: Data Diolah, 2024
2.3 [bookmark: _Toc213234614][bookmark: _Toc213943791]Kerangka Konseptual
	Teori Stewardship menggambarkan situasi dimana para manajemen bertindak sebagai steward tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih ditujukan untuk memberikan manfaat secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama, sehingga teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang dimana peran steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal. Teori ini memberikan asumsi bahwa APIP atau auditor internal yang bertindak sebagai steward akan membantu pemerintah yang berperan sebagai principal dalam mencapai tujuannya. Dalam menjalankan perannya, auditor akan melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, pengawasan, serta pemeriksaan secara berkala untuk mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat mencapai tujuan pemerintah, yakni membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari kecurangan. 
Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah kecurangan yang terjadi di lingkungan peemerintah ialah melalui penerapan manajemen risiko dan good governance. Manajemen risiko berhubungan dengan proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi (Sudarmanto, 2020). Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi kecurangan, mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan, dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko terjadinya kecurangan secara proaktif. Sementara itu,  good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang prinsip utamanya ialah transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan pertanggungjawaban. Dengan memastikan bahwa pemerintah telah melaksanakan good governance dengan baik, organisasi ataupun pemerintah dapat membangun lingkungan yang mendukung integritas, mengurangi tekanan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan, serta meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian di lingkungan organisasi (Karyono, 2013).
	Penerapan manajemen risiko serta terlaksananya penerapan good governance dengan baik, dilakukan dengan harapan dapat membantu organisasi mengidentifikasi area-area yang rawan terhadap kecurangan, mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya kecurangan, serta mengimplementasikan tindakan pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan di mana pencegahan kecurangan dapat diintegrasikan ke dalam organisasi secara efektif.
	Selain antisipasi terjadinya kecurangan melalui penerapan manajemen risiko dan good governance¸ diperlukan antisipasi berupa penanaman budaya etis organisasi. Efektivitas dalam menerapkan manajemen risiko dan good governance sangat bergantung pada budaya etis organisasi. 
	Berdasarkan teori stewardship, individu dalam organisasi yang bertindak sebagai steward akan mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi karena adanya keselarasan tujuan. Teori stewardship juga dilandasi dengan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika individu memiliki nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas, maka individu tersebut akan terdorong untuk mendukung kesejahteraan organisasi secara keseluruhan.
	Budaya etis organisasi menjadi landasan integritas bagi individu karena budaya etis organisasi merupakan kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh individu atau anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara kerja dan perilaku individu agar sesuai dengan tujuan organisasi serta mendorong terciptanya perilaku yang baik. 
	Dengan adanya budaya etis organisasi yang kuat, akan mendorong steward untuk bertindak dengan integritas, memahami konsekuesi etis dari penyimpangan, serta tindak mencari celah dalam sistem pengendalian internal sehingga efektivitas penerapan manajemen risiko dan good governance akan menjadi lebih efektif. Begitupun sebaliknya, dimana budaya etis organisasi yang lemah tidak dapat mencegah kecurangan karena kurangnya panduan moral yang jelas serta toleransi terhadap pelenggaran etika karena kebijakan dan prosedur pengendalian hanya akan menjadi sebatas formalitas bagi individu dalam organisasi sehingga tidak mampu mencegah penyimpangan secara optimal. 
	Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
[image: ]
[bookmark: _Toc191022226][bookmark: _Toc213236002][bookmark: _Toc213236129]Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data Diolah, 2024
2.4 [bookmark: _Toc213234615][bookmark: _Toc213943792]Pengembangan Hipotesis 
2.4.1 [bookmark: _Toc213234616][bookmark: _Toc213943793]Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pencegahan Kecurangan 
[bookmark: _Hlk191011650] Berdasarkan teori stewardship, steward dan principal dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, Aparat Pengawas atau juga auditor yang bertindak steward akan melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, pengawasan, serta pemeriksaan secara berkala untuk mencapai tujuan pemerintah yang bertindak sebagai principal, yakni membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari kecurangan.
 Manajemen risiko adalah kegiatan mengidentifikasi peristiwa yang kemungkinan merugikan perusahaan atau instansi, melakukan penilaian terhadap risiko tersebut, dan menanggapi risiko yang terjadi (Wulandari & Nuryanto, 2018).Manajemen risiko sangat diperlukan sehingga wajib diterapkan di seluruh instansi pemerintahan karena manajemen risiko mengidentifikasi serta menutup celah dan kelemahan dalam struktur pengendalian internal organisasi sehingga mampu mengurangi kemungkinan peluang pegawai melakukan tindakan kecurangan (Kassem & Higson, 2012). 
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kopanchuk et al., 2021), terdapat tujuh alat pengelolaan yang perlu diterapkan dalam organisasi untuk mengelola keuangan dalam upaya mencegah risiko-risiko seperti korupsi, yaitu organisasi harus memiliki struktur serta sistem keuangan yang terkelola dengan baik, memastikan prosedur penganggaran dan perencanaan keuangan berjalan secara efisien dan berintegritas, menerapkan aturan dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, menciptakan serta menerapkan pengendalian keuangan yang ketat dan efektif, memperkuat kapasitas sistem audit internal, menerapkan peraturan dan prosedur mengenai audit eksternal secara transparan dan efektif, dan memastikan pelaporan keuangan dan pelaporan publik dilakukan dengan transparan secara berkala. Dalam hal ini, pemahaman terhadap regulasi serta penilaian risiko menjadi aspek penting dalam meningkatkan manajemen risiko, dimana dengan memahami peraturan dalam penilaian risiko berdasarkan undang-undang, maka pencapaian manajemen risiko akan terjamin sehingga berkontribusi pada upaya pencegahan kecurangan di organisasi (Lisnawati & Apollo, 2020).
Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyo & Yanti, 2022) dan (Wilda et al., 2024) menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan manajemen risiko dalam organisasi maka dapat mencegah terjadinya faktor kecurangan dengan meminimalisir risiko-risiko ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  
H1 : Manajemen Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan 
2.4.2 [bookmark: _Toc213234617][bookmark: _Toc213943794]Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan
Teori stewardship menjelaskan bahwa steward tidak akan bekerja atas dasar kepentingan pribadi, namun akan termotivasi untuk memenuhi tujuan prinsipal atau pemenuhan tujuan bersama. Auditor yang bertindak sebagai steward akan memastikan prinsip-prinsip good governance diterapkan di instansi pemerintah yang bertindak sebagai principal untuk mencegah munculnya celah-celah kecurangan di lingkungan pemerintah untuk mencapai pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.
Good Governance merupakan suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kokoh dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi yang efisien dan pasar yang efektif dengan tujuan untuk menghindari terjadinya salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik dari segi politik maupun administratif, disiplin menjalankan anggaran, serta legal political frameworks bagi tumbuhnya kegiatan usaha (Pratolo & Jatmiko, 2017). Tata kelola pemerintahan mencerminkan kondisi pemerintahan yang baik atau buruk serta berperan meningkatkan nilai pemerintahan sebagai hasil dari sistem tata kelola yang dianggap efektif dalam memeriksa dan menegola organisasi (Pratiwi, 2022). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal organisasi sehingga mampu mengurangi risiko-risiko kecurangan pada organisasi. 	Comment by Nadila Azizah: Beneran deh, ini definisi nya tentang apasih :’(
Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyo & Yanti, 2022) menunjukkan bahwa good government governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan good government governance di lingkungan pemerintahan, maka semakin baik tingkat  pencegahan kecurangannya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzia & Harnovinsah, 2021) dan (Nafisah & Witono, 2024), dimana dinyatakan bahwa good government governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
H2 : Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan 
2.4.3 [bookmark: _Toc213234618][bookmark: _Toc213943795]Budaya Etis Organisasi Memoderasi Pengaruh Manajemen  Risiko  Terhadap Pencegahan Kecurangan 
Teori stewardship dilandasi dengan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Budaya etis organisasi menjadi landasan integritas bagi individu karena budaya etis organisasi merupakan kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh individu atau anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi cara kerja dan perilaku individu agar sesuai dengan tujuan organisasi serta mendorong terciptanya perilaku yang baik.
Dalam hal ini, budaya etis organisasi tidak hanya membentuk sikap individu, tetapi juga memegang peran dalam memperkuat efektivtas manajemen risiko dalam pencegahan kecurangan. Budaya etis organisasi merupakan pola sikap yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi dan dapat membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi atau instansi (Halimatusyadiah & Robani, 2021). Budaya etis organisasi diharapkan dapat mempengaruhi setiap individu dalam organisasi dengan bertindak sesuai etika bisnis yang berlaku. Sehingga, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya etis organisasi dapat memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan. 
Dalam penelitiannya, (Artini, 2020) menujukkan bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, pegawai akan cenderung melaksanakan peraturan-peraturan organisasi dan menghindari perbuatan kecurangan dalam instansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh   dimana budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan hasil penelitian (Akbar et al., 2019) menyatakan bahwa budaya etis organisasi mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan, yang mengartikan bahwa budaya etis organisasi yang baik dapat mendukung efektivitas pengendalian internal, termasuk penerapan manajemen risiko dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
H3 : Budaya Etis Organisasi mampu memoderasi pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Kecurangan 
2.4.4 [bookmark: _Toc213234619][bookmark: _Toc213943796]Budaya Etis Organisasi Memoderasi Pengaruh Good Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan 
Dalam teori stewardship, individu dalam organisasi yang bertindak sebagai steward akan mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi karena adanya keselarasan tujuan. Teori stewardship juga dilandasi dengan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika individu memiliki nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas, maka individu tersebut akan terdorong untuk mendukung kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. 
Budaya etis organisasi merupakan kumpulan norma, nilai, serta keyakinan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi, dimana nilai dan norma tersebut dapat mempengaruhi cara anggota organisasi dalam bekerja dan berperilaku untuk dapat menghindari tindakan atau perbuatan yang berpotensi merugikan organisasi sehingga akan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam organisasi (Parmawan et al., 2018). Dengan adanya keyakinan, nilai-nilai kepercayaan, intergtias, serta norma tersebut, maka auditor yang berperan sebagai steward akan membantu pemerintah yang berperan sebagai principal dalam menjalankan penerapan good governance dalam mencegah kecurangan di instansi pemerintah. 
Berdasarkan (KNKG, 2022), beberapa prinsip Good Governance yang harus diterapkan dalam pelaksanaan governansi sektor publik adalah akuntabilitas, tranparansi, dan keterbukaan. Apabila prinsip tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam sebuah instansi, maka dapat mencegah individu atau kelompok dalam melakukan kecurangan. Jika suatu instansi memiliki budaya etis yang kuat, maka individu akan lebih termotivasi untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan sehingga hal ini akan meningkatkan efektivitas good governance karena setiap elemen di organisasi merasa bertanggung jawab secara moral dan etis dalam menjaga integritas tata kelola. Sebaliknya, apabila budaya etis organisasi lemah, maka invididu cenderung hanya mematuhi aturan secara formal tanpa adanya dorongan untuk bertindak secara intergitas yang mengakibatkan terjadinya potensi kecurangan meskipun good governance telah diterapkan. Dalam hal ini, budaya etis organisasi dapat memoderasi pengaruh good governance dalam pencegahan kecurangan. 
Dalam penelitiannya (Prabowo et al., 2025) dikatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan budaya organisasi dan good corporate governance dalam suatu organisasi, maka akan meningkatkan tingkat pencegahan kecurangannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  
H4 : Budaya Etis Organisasi mampu memoderasi pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan 
2.5 [bookmark: _Toc213234620][bookmark: _Toc213943797]Model Penelitian 
Model penelitian disusun berdasarkan hubungan antarvariabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis. Model penelitian ini digambarkan menggunakan output smartPLS 4 yang memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar variabel. Berikut model penelitian pada penelitian ini: 
[image: ]
[bookmark: _Toc213236003][bookmark: _Toc213236130][bookmark: _Toc191022227]Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Output SmatPLS 4, 2024
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[bookmark: _Toc191021955][bookmark: _Toc213234621][bookmark: _Toc213392819][bookmark: _Toc213802875][bookmark: _Toc213943798]

BAB III 
[bookmark: _Toc213234622][bookmark: _Toc213943799]METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc213234623][bookmark: _Toc213943800]Definisi Operasional 
3.1.1 [bookmark: _Toc213234624][bookmark: _Toc213943801]Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y) 
Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk  mengurangi serta menekan segala bentuk tindakan tidak jujur yang tidak sesuai dengan peraturan yang dapat merugikan organisasi. Pencegahan dilakukan supaya tindakan kecurangan tidak terjadi, sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Indikator pengukuran yang digunakan sebagai dasar dalam meneliti variabel pencegahan kecurangan ini diadopsi dari penelitian (Damayanti & Primastiwi, 2021) yang bersumber dari (BPKP, 2008) dengan indikator sebagai berikut: 
1) Penetapan serta komitmen melaksanakan kebijakan anti fraud
2) Prosedur pencegahan baku 
3) Pembentukan dan pelaksanaan fungsi unit audit internal 
4) Teknik pengendalian 
5) Kepekaan terhadap fraud
3.1.1 [bookmark: _Toc213234625][bookmark: _Toc213943802]Variabel Independen atau Variabel Bebas (X) 
A. Manajemen Risiko (X1)
Manajemen Risiko sebagai variabel Independen (X1) dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi, melakukan penilaian, serta merespons risiko-risiko yang berpotensi merugikan organisasi. Manajemen risiko memiliki peran untuk mencegah dan mengendalikan risiko yang berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan. Indikator pengukuran yang digunakan sebagai dasar dalam meneliti variabel manajemen risiko ini bersumber dari literatur Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 oleh (Vorst et al., 2018) dengan indikator sebagai berikut:
1) Penetapan konteks 
2) Penilaian risiko 
3) Penanganan risiko 
B. Good Governance (X2)
[bookmark: _Hlk179160231]Good Governance sebagai variabel Independen (X2) dalam penelitian ini didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan harapan dapat mengubah tata cara pengelolaan pemerintahan ke arah yang lebih baik. Penerapan Good Governance dilakukan untuk menghindari salah alokasi dana, terjadinya kecurangan, dan risiko lainnya yang berdampak merugikan organisasi. Penerapan good governance yang berjalan dengan baik dapat mencegah terjadinya kecurangan pada suatu lembaga atau instansi. Indikator pengukuran yang digunakan sebagai dasar dalam meneliti variabel good governance ini bersumber dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintah dengan indikator sebagai berikut:
1) Kepastian hukum 
2) Tertib penyelenggaraan negara 
3) Kepentingan umum 
4) Transparansi
5) Proporsionalitas
6) Profesionalitas
7) Akuntabilitas
8) Efektifitas dan efisiensi 
3.1.2 [bookmark: _Toc213234626][bookmark: _Toc213943803]Variabel Moderasi (Z) 
Budaya Etis Organisasi menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini. Budaya etis organisasi merupakan pedoman perilaku sosial yang memuat norma, etika, dan nilai yang telah disepakati sebagai tata cara berperilaku serta beraktivitas dalam organisasi. Budaya tersebut dapat menciptakan kerangka kerja etis yang mendorong setiap pegawai untuk bertindak dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan adanya budaya etis organisasi tersebut, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja dengan meminimalkan risiko perilaku tidak etis atau kecurangan. Indikator pengukuran yang digunakan sebagai dasar dalam meneliti variabel budaya etis organisasi ini diadopsi dari penelitian (Fade et al., 2022) dengan indikator sebagai berikut: 	Comment by Nadila Azizah: Bener kah gini? Cek lagi dgn skripsi yang pakai moderasi	Comment by Nadila Azizah: Yang bersumber dari literatur lingkungan organisasi atau apa gitu, nanti aku cari lagi trs masukin disini  
1) Model peran yang visible 	Comment by Nadila Azizah: Dari buku “PERILAKU ORGANISASI” oleh Stephen P. Robbins dan Timothy Judge (2008) edisi ke-12, jakarta: Salemba Empat. Dikatakan untuk membentuk budaya organisasi yang etis, dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip sbb: 
2) Komunikasi mengenai nilai dan aturan etis 
3) Pengadaan pelatihan etis 
4) Memberikan imbalan atas tindakan etis dan hukuman atau sanksi bagi tindakan tidak etis
5) Mekanisme perlindungan etika 
3.2 [bookmark: _Toc213234627][bookmark: _Toc213943804]Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah auditor yang berada pada Bidang Khusus dan Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Jumlah keseluruhan aparat pengawas yang berada pada kedua bidang tersebut, ialah sebanyak 42 auditor. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik sampel total sampling. total sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, semua APIP pada bidang Khusus serta Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai sampel. 
3.3 [bookmark: _Toc213234628][bookmark: _Toc213943805]Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber langsung dari subjek penelitian melalui survei yang dilakukan dengan bantuan kuisioner yang telah debarkan untuk diisi oleh responden yang merupakan auditor dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
3.4 [bookmark: _Toc213234629][bookmark: _Toc213943806]Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner penelitian kepada responden dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk ditanggapi. Angka dari tiap pernyataan pada kuisioner yang telah ditanggapi nantinya akan disajikan dalam bentuk angka dengan bobot penilaian 1-5 menggunakan skala likert untuk kemudian diolah dan diuji. 
[bookmark: _Toc191022257][bookmark: _Toc213801814]Tabel 3.1 Skala Likert
	Indikator Penilaian
	Bobot Penilaian

	Sangat Setuju
	5

	Setuju
	4

	Netral
	3

	Tidak Setuju
	2

	Sangat Tidak Setuju
	1


Sumber: (Sugiyono, 2018)
3.5 [bookmark: _Toc213234630][bookmark: _Toc213943807]Alat Analisis Data
	Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah software SmartPLS 4 dengan metode jenis PLS-SEM (Partial Least Squares – Structural Equation Modelling). Analisis ini digunakan dengan tujuan untuk menguji hubungan prediktif antar kontruksi atau variabel, yaitu dengan menilai apakah terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel tersebut (Hamid & Anwar, 2019).  
3.5.1 [bookmark: _Toc213234631][bookmark: _Toc213943808]Analisis Statistik Deskriptif 
Dalam menggambarkan variabel dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis statistik deskriptif. Penggunaan analisis ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai hasil analisis beserta penjelasannya. Secara umum, teknik ini menjadi bagian dari proses transformasi data penelitian yang berbentuk tabulasi, baik berupa numerik atau grafik. Hal ini memungkinkan data untuk diinterprestasikan dengan lebih mudah dan dipahami dengan jelas. 
3.5.2 [bookmark: _Toc213943809]Model Pengukuran (Outer Model)
Model Pengukuran (outer model) digunakan untuk menilai validitas dan realibitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten. Dalam pengujian smartPLS, terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas suatu indikator, yakni: 
3.5.2.1 Uji Validitas 
Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur apakah alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud adalah pertanyaan pada kuisioner. Sebuah kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut.  Dalam PLS-SEM, uji validitas terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. 
Validitas konvergen digunakan untuk mengukur indikator dari setiap variabel berdasarkan nilai validitas dan diukur dengan nilai outer loading dari setiap indikator dari setiap variabel. Rule of Thumb yang digunakan untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor > 0,70 dan nilai average variance inflation factor (AVE) > 0,50 ((Ghozali & Latan, 2021). 
Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing struktur model laten berbeda dengan variabel yang lain. Uji validitas diskiminan dilakukan dengan indikator reflektif, yakni dengan melihat nilai cross loading pada setiap variabel > 0,70 (Ghozali & Latan, 2021). Cara lainnya adalah dengan mempertimbangkan korelasi antar akar kuadrat AVE dengan struktur laten dengan menggunakan aturan praktis akar kuadrat AVE > 0,50 korelasi antar konstruk lainnya(Ghozali & Latan, 2021). 
3.5.2.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel yang digunakan dapat mengukur dengan reliabel atau andal dan dinyatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten. Dalam pengujian ini, suatu indikator dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability > 0,7 dan cronbach’s alpha >0,7 dan tidak boleh > 0,90 (Ghozali & Latan, 2021). 
3.5.3 [bookmark: _Toc213234633][bookmark: _Toc213943810]Model Struktural (Inner Model) 
Terdapat beberapa komponen yang menjadi kriteria dalam penilaian model struktural (inner model), yakni: 
3.5.3.1 [bookmark: _Toc213943811]R-Square
Nilai R-Square digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Jogiyanto, 2011). Nilai R-Square 0,70 menunjukkan bahwa model kuat, 0,50 menunjukkan bahwa model moderate, dan 0,25 menunjukkan bahwa model lemah (Ghozali & Latan, 2021). 
3.5.3.2 [bookmark: _Toc213943812]F-Square
Nilai F-Square  digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Nilai F-Square 0,35 menunjukkan bahwa model kuat, 0,15 menunjukkan bahwa model moderate, dan 0,02 menunjukkan bahwa model lemah. 
3.5.4 [bookmark: _Toc213234634][bookmark: _Toc213943813]Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM-PLS dengan SmartPLS 4 melalui metode bootstrapping, dengan melibatkan uji statistik. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko dan good governance terhadap pencegahan kecurangan dengan budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi. Rules of thumb yang digunakan dalam penelitian ini melihat nilai koefisien dan dengan tingkat signifikansi p-value < 0,05 dengan kriteria hipotesis diterima atau ditolak sebagai berikut: 
1) Jika nilai p-value < 0,5 dan koefisien positif, maka hipotesis diterima 
2) Jika nilai p-value > 0,5 atau koefisien negatif, maka hipotesis ditolak
3.5.5 [bookmark: _Toc213234635][bookmark: _Toc213943814]Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 
Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan persamaan regresi yang melibatkan komponen interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan tujuan untuk melihat bagaimana variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dan dependen (Ghozali & Latan, 2021). Kriteria variabel moderasi yang diuji sebagai berikut: 
a. Kriteria signifikansi variabel moderasi: 
1) Jika nilai p-value < 0,05 maka dinyatakan signifikan, yang berarti variabel moderasi “berperan” dalam memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai p-value > 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan, yang berarti variabel moderasi “tidak berperan” dalam memoderasi pengaruh variabel indipenden terhadap variabel dependen. 
b. Kriteria jenis variabel moderasi: 
1) Jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikansi < 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi < 0,05 maka terjadi moderasi semu. Moderasi semu (Quasi-moderator) merupakan variabel yang dimoderasi antara variabel independen dan variabel dependen yang juga merupakan variabel independen. 
2) Jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikansi < 0,05 dan uji variabel bebas dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05 maka terjadi moderasi prediktor. Moderasi prediktor (Predictor moderasi variabel) dimana variabel moderasi hanya berperan sebagai variabel independen. 
3) Jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi < 0,05 maka terjadi moderasi murni.  Moderasi murni (Pure Moderator) terjadi ketika variabel yang memoderasi variabel independen dan variabel dependen berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. 
4) Jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05 dan uji variabel independen dikali variabel moderasi dengan hasil signifikansi > 0,05 maka terjadi moderasi potensial. Moderasi potensial (Homolgiser Moderator) merupakan variabel yang berpotensi menjadi variabel potensi. Namun, variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. 
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BAB IV
[bookmark: _Toc213234637][bookmark: _Toc213943816]HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _Toc213234638][bookmark: _Toc213943817]Gambaran Umum Objek Penelitian 
Metode penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada aparat pengawas internal pemerintah yang bekerja di Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. 
Proses perizinan dilakukan pada tanggal 04 Juli 2025 dan proses pengambilan data dilakukan oleh peneliti dimulai pada tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025. Dalam melakukan penelitian, sampel yang dipilih oleh peneliti ialah pegawai pada bidang khusus dan bidang pemerintahan dan aparatur. Dalam hal tersebut, peneliti memperoleh 42 kuesioner untuk diolah. 
Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, dilakukan seleksi dan pentabulasian (tabulating). Setelah itu, dilakukan analisis menggunakan SEM PLS. Berikut merupakan ringkasan mengenai data sampel penelitian: 
[bookmark: _Toc213256122]Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data
	Keterangan
	Jumlah Kuesioner
	Presentase (%)

	Kuesioner yang didistribusikan 
	42
	100%

	Kuesioner yang kembali 
	42
	100%

	Kuesioner yang dapat diolah 
	42
	100%


Sumber: Data Diolah, 2025 
4.2 [bookmark: _Toc213234639][bookmark: _Toc213943818]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjad dua bagian, yakni analisis statistik deskriptif responden dan analisis statistik deskriptif variabel. 
4.2.1 [bookmark: _Toc213234640][bookmark: _Toc213943819]Analisis Statistik Responden
4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 
Data karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256123]Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Presentase (%)

	Laki-Laki
	27
	64%

	Perempuan
	15
	36%

	Total
	42
	100%

	Sumber: Data Diolah, 2025
	
	


Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 27 orang (64%) dan sisanya adalah perempuan sebanyak 15 orang (36%). Pekerjaan sebagai auditor dikenal memiliki beban kerja tinggi, mobilitas yang cukup intens, serta tanggung jawab dalam pemeriksaan yang membutuhkan ketelitian dan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Dominasi laki-laki tersebut, dapat mengindikasikan bahwa pekerjaan di bidang pengawasan ini masih dipandang cocok bagi laki-laki yang secara umum memiliki kesiapan menghadapi tekanan dan tuntutan kerja yang tinggi. 
4.2.1.2 Tingkat Pendidikan Responden
Data karateristik reponden berdasarkan tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut: 




[bookmark: _Toc213256124]Tabel 4.3 Analisis Statistik Berdasarkan Pendidikan  
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Presentase (%)

	Diploma
	6
	14%

	S1
	24
	57%

	S2
	12
	29%

	Total
	42
	100%


     Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan data pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden terbagi menjadi Diploma sebanyak 6 orang (14%), Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang (57%), dan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 12 orang (29%). Responden dalam penelitian ini didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 24 orang atau sebesar 57%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan dalam pengawasan atau auditor ini memiliki latar belakang pendidikan yang memadai untuk memahami proses audit, manajemen risiko, serta tatat kelola. Sehingga, kualitas jawaban yang diberikan dapat diasumsikan cukup baik dan sesuai dengan tuntutan profesionalisme dalam bidang pengawasan. 
4.2.1.3 Usia Responden
Data karakteristik responden berdasarkan Usia responden adalah sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256125]Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan Usia
	Usia
	Jumlah
	Presentase

	< 25 tahun 
	10
	24%

	26 - 35 tahun 
	9
	21%

	> 36 tahun 
	23
	55%

	Total
	42
	100%


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan informasi pada tabel 4.4, adapun usia responden terdiri dari <25 tahun sebanyak 10 orang (24%), 26-35 tahun sebanyak 9 orang (21%), dan >36 tahun sebanyak 23 orang (55%). Responden dalam penelitian ini mayoritas berusia diatas 36 tahun sebanyak 23 orang atau 55%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian pegawai yang terlibat dalam pekerjaan dalam bidang pengawasan berada pada usia matang secara mental sehingga dapat bekerja secara professional dengan pengalaman kerja yang relatif lebih tinggi. Tingkat kedewasaan serta pengalaman lapangan menjadi nilai tambah dalam memberikan jawaban yang objektif berbasis pengalaman lapangan dalam proses auditor serta pencencegahan kecurangan di lingkungan pemerintah.
4.2.1.4 Jabatan Responden 
Data Karakteristik berdasarkan jabatan responden adalah sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256126]Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan Jabatan
	Jabatan
	Jumlah
	Presentase

	Inspektur Pembantu 
	2
	5%

	Auditor Ahli Madya
	6
	14%

	Auditor Ahli Muda
	15
	36%

	P2UPD Ahli Muda
	3
	7%

	P2UPD Ahli Pertama
	5
	12%

	Auditor Ahli Pertama
	5
	12%

	Auditor Terampil
	6
	14%

	Total
	42
	100%


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan data pada tabel 4.5 tersebut, diperoleh informasi bahwa karakteristik reponden berdasarkan jabatan struktural terbagi menjadi Inspektur Pembantu sebanyak 2 orang (5%), Auditor Ahli Madya 6 orang (14%), Auditor Ahli Muda sebanyak 15 orang (36%), P2UPD Ahli Muda sebanyak 3 orang (7%), P2UPD Ahli Pertama sebanyak 5 orang (12%), Auditor Ahli Pertama sebanyak 5 orang (12%), dan terakhir Auditor Terampil sebanyak 6 orang (14%). Komposisi jabatan menunjukkan bahwa responden berada pada level tanggung jawab yang cukup untuk memiliki pemahaman yang memadai atas pengalaman lapanga.. Kondisi ini memungkinkan responden memiliki pemahaman teknis yang kuat serta keterlibatan langsung dalam proses pengawasan, sehingga pandangan yang diberikan dapat menggambarkan kondisi lapangan sebenarnya. 
4.2.2 [bookmark: _Toc213234641][bookmark: _Toc213943820]Analisis Statistik Deskriptif Variabel
4.2.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Pencegahan Kecurangan (Y)
Pencegahan kecurangan merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan segala bentuk tindakan tidak jujur yang tidak sesuai peraturan yang berujung menimbulkan ketugian bagi organisasi, karyawan, maupun pihak lain. Variabel pencegahan kecurangan diukur dengan menggunakan lima indikator, yakni penetapan serta komitmen melaksanakan kebijakan anti fraud, prosedur pencegahan baku, pembentukan dan pelaksanaan fungsi unit audit internal, teknik pengendalian, dan kepekaan terhadap fraud. Indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi item pertanyaan. Persepsi reponden mengenai pencegahan kecurangan dapat dilihat sebagai berikut:
[bookmark: _Toc213256127]Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pencegahan Kecurangan
	Indikator
	Jawaban Reponden
	Rata - Rata (mean)

	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	Y1
	0
	1
	14
	42
	27
	4,13

	Y2
	0
	5
	24
	40
	15
	3,77

	Y3
	16
	10
	16
	27
	15
	3,18

	Y4
	0
	2
	11
	45
	26
	4,13

	Y5
	0
	2
	10
	22
	8
	3,86


Sumber: Data Diolah, 2025
	Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif tersebut, dapat dilihat bahwa indikator dominan pada variabel pencegahan kecurangan, salah satunya terdapat pada indikator penetapan serta komitmen melaksanakan kebijakan anti fraud (Y1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,13. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi bahwa instansi pemerintah telah menetapkan dan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan anti fraud. Tinggi nya nilai indikator tersebut dibandingkan indikator lainnya dalam variabel pencegahan kecurangan menunjukkan bahwa penerapaan kebijakan anti fraud menjadi salah satu aspek yang ditekankan oleh APIP dalam upaya pencegahan kecurangan di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 
	Hasil analisis statistik deskriptif untuk indikator prosedur pencegahan baku (Y2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,77.  Hal ini menunjukkan bahwa melalui persepsi responden sebagai Aparat Intern Pengawas Pemerintah, prosedur baku mengencai pencegahan kecurangan sudah tersedia dan telah diterapkan dengan cukup baik di lingkungan pemerintah daerah. Namun, masih perlu dimaksimalkan agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan. 
Indikator pembentukan dan pelaksanaan fungsi unit audit internal (Y3) memiliki hasil analisis statistik deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 3,18. Indikator tersebut memiliki nilai rata-rata terendah dibandingkan nilai rata-rata indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun unit audit internal telah dibentuk di seluruh jajaran instansi pemerintah daerah, pelaksanaannya masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Lemahnya fungsi audit internal dalam instansi dapat membuat instansi gagal mendeteksi risiko-risiko kecurangan yang berpotensi muncul pada instansi. 
Hasil analisis deskriptif untuk indikator teknik pengendalian (Y4) memiliki rata-rata sebesar 4,13. Indikator tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama dengan indikator Y1 yang berarti merupakan indikator dominan pada variabel pencegahan kecurangan. Hal ini mengindiasikan bahwa prsepsi reponden mengenai teknik pengendalian sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah, sudah dijalankan dengan baik dan  menjadi salah satu aspek dominan dalam mencegah trjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah daerah. Pemisahan tugas dan pengawasan terhadap pekerjaan pada instansi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga aparat pengawas intern pemerintah memandang teknik pengendalian yang diterapkan tersebut mampu mencegah peluang terjadinya kecurangan. 
Indikator terakhir dari variabel pencegahan kecurangan adalah kepekaan terhadap fraud (Y5). Indikator ini memiliki nilai rata-rata sebesar 3,86.  Hal ini menunjukkan tingkat kepekaan pegawai pada instansi dalam mendeteksi potensi kecurangan cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa aparatur pengawas menilai bahwa instansi sudah memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengenali indikasi fraud. Namun, aparat pengawas juga dapat melihat bahwa kondisi di lingkungan instansi pemerintah masih perlu meningkatkan kompetensi dan pelatiha terkait deteksi fraud supaya dapat meminimalisir kecurangan yang muncul. 
4.2.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Manajemen Risiko (X1) 
Manajemen risiko merupakan proses terstruktur untuk mencegah terjadinya kecurangan dengan mengidentifikasi, menilai, dan menangani potensi risio yang dapat merugikan instansi. Variabel Manajemen risiko diukur menggunakan tiga indikator, yakni penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Persepsi responden mengenai manajemen risiko digambarkan dengan menggunakan nilai rata-rata dari setiap indikator yang dapat dilihat sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256128]Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif Manajemen Risiko
	Indikator
	Jawaban Reponden
	Rata - Rata (mean)

	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	X1.1
	1
	2
	11
	54
	16
	3,98

	X1.2
	0
	5
	21
	46
	12
	3,77

	X1.3
	1
	3
	17
	46
	17
	3,89


Sumber: Data Diolah, 2025
Pada tabel 4.7, dapat dilihat bahwa hasil analisis statistik deskriptif atas indikator penetapan konteks (X1.1) memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara indikator manajemen risiko lainnya, yakni sebesar 3,98. Hal ini mengindikasikan bahwa dari perspektif aparat pengawas internal, instansi pemerintah daerah dinilai telah cukup memahami konteks risiko yang ada di lingkungan kerja dimana perangkat daerah telah mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai potensi kecurangan serta dapat menyusun risk register dengan baik untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko yang muncul.  
Indikator penilaian risiko (X1.2) memiliki hasil analisis statistik deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 3,77. Hal ini memberikan informasi bahwa meurut pandangan aparat pengawas internal, instansi pemerintah telah melakukan penilaian risiko seperti memiliki strategi dan kebijakan manajemen irsiko dan menentukan prioritas risiko pada seluruh unit kerja instannsi. Namun, Aparat pengawas internal menilai bahwa penerapannya masih belum optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan penerapan dan pelaksanaannya. 
Indikator terakhir dari variabel manajemen risiko adalah penanganan risiko (X1.3). Hasil analisis statistik deskriptif atas indikator X1.3 memiliki nilai rata-rata sebesar 3,89. Hal ini menindikasikan berdasarkan hasil pengatan apparat internal pemerintah, upaya penananganan risiko di lingkungan instansi pemerintah daerah dipandang sudah cukup baik. APIP menilai bahwa instansi pemerintah telah memiki langkah monitoring risiko serta melakukan pengawasan dan riviu menyeluruh terhadap risiko-risiko operasional sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan. Meskipun sudah dipandang cukup baik, namun peningkatan tetap perlu dilkukan supaya penanganan risiko dapat lebih terintegrasi dan terpantau secara berkelanjutan.  
4.2.2.3 [bookmark: _Toc213234642][bookmark: _Toc213943821]Analisis Statistik Deskriptif Good Governance (X2) 
Good governance merupakan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat digunakan untuk mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan instansi. Variabel Good Governance diukur menggunakan delapan indikator yang dituangkan menjadi pertanyaan, yakni kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan efektifitas dan efisiensi. Persepsi responden mengenai good governance digambarkan dengan menggunakan nilai rata-rata dari setiap indikator yang dapat dilihat sebagai berikut: 


[bookmark: _Toc213256129]Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif Good Governance
	Indikator
	Jawaban Reponden
	Rata - Rata (mean)

	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	X2.1
	1
	2
	13
	18
	8
	3,71

	X2.2
	3
	10
	15
	9
	5
	3,07

	X2.3
	1
	4
	11
	20
	6
	3,62

	X2.4
	3
	2
	8
	22
	7
	3,67

	X2.5
	1
	3
	6
	23
	9
	3,86

	X2.6
	1
	3
	9
	22
	7
	3,74

	X2.7
	2
	2
	8
	25
	5
	3,69

	X2.8
	3
	8
	16
	10
	5
	3,14


Sumber: Data Diolah, 2025
Pada hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa indikator kepastian hukum (X2.1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,71. Memberikan informasi bahwa menurut persepsi APIP, prinsip kepasian hokum dinilai sudah diterapkan dengan cukup baik di lingkungan pemerintah daerah. Instansi dipandang telah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berpedoman pada perundang-undangan dan peraturan instansi.  
Hasil analisis statistik deskriptif indikator tertib penyelenggaraan negara (X2.2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,07. Atas pernyataan tersebut, responden menilai bahwa instansi pemerintah tidak sepenuhnya kebijakan di instansi tidak diterapkan. Walau tidak sepenuhnya terimplementasi dengan baik, diperlukan penguatan terhadap kebijakan yang diterapkan di pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan.  
Hasil analisis statistik deskriptif indikator kepentingan umum (X2.3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,62 yang dimana menurut penilaian APIP, instansi pemerintah daerah cukup baik dalam mengutamakan kepentingan publik dalam pelaksanaan program pemerintahan. Instansi pemerintah daerah dinilai menetapkan program dan kebijakan dengan berorientasi untuk kebutuhan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi. 
Indikator transparansi (X2.4) pada variabel good governance menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa tranparansi dalam instansi pemerintah dinilai berjalan baik dari perpektif pengawasan oleh APIP.  Instansi dinillai telah secara terbuka atas seluruh informasi yang wajib diketahui oleh publik, seperti laporan periodik. 
Pada indikator proporsionalitas (X2.5), nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil analisis statistik indiKator tersebut sebesar 3,86. Nilai rata-rata tersebut merupakan nilai dominan dibandingkan nilai indikator lainnya pada variabel good governance. Hasil analisis statistik tersebut memberikan bukti bahwa instansi telah menerapkan prinsip proporsionalitas, dimana pembagian tugas antar unit kerja telah dilaksanakan secara adil sesuai tupoksinya. 
Hasil analisis statistik deskrptif untuk indikator profesionalitas (X2.6) menunjukkan nilai sebesar 3,74. Hal ini memberikan informasi bahwa tingkat profesionalitas pegawai pemerintahan telah dinilai memiliki kinerja yang baik yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. 
Hasil analisis statistik deskriptif untuk indikator akuntabilitas (X2.7) sebesar 3,69. Hal ini memberikan informasi bahwa instansi pemerintah dinilai telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaran pemerintahanan. 
Indikator terakhir pada variabel good governance ialah indikator efektifitas dan efisiensi (X2.8). Hasil analisis statistik deskriptif atas indikator tersebut memberikan informasi dimana respon APIP ssebagai responden cenderung setuju dengan pernyataan tersebut. Menurut perspektif pengawas internal, masih terdapat beberapa program dan kebijakan di lingkungan instansi pemerintah daerah yang belum dikelola secara efektif dan efisien sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. 
4.2.1.4 [bookmark: _Toc213234643][bookmark: _Toc213943822]Analisis Statistik Deskriptif Budaya Etis Organisasi (Z)
Budaya etis organisasi merupakan penerapan nilai dan norma etika di lingkungan kerja untuk mendorong perilaku jujur yang dapa meminimalkan risiko kecurangan. Variabel budaya etis organisasi diukur menggunakan lima indikator yang dituangkan menjadi pertanyaan, yakni model peran yang visible, komunikasi mengenai nilai dan aturan etis, pengadaan pelatihan etis, memberikan imbalan atas tindakan etis dan hukuman atau sanksi bagi tindakan tidak etis, dan mekanisme perlindungan etika. Persepsi responden mengenai Budaya Etis Organisasi digambarkan menggunakan nilai rata-ratadari setiap indikator sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256130]Tabel 4.9 Analisis Statistik Deskriptif Budaya Etis Organisasi
	Indikator
	Jawaban Reponden
	Rata - Rata (mean)

	
	STS
	TS
	N
	S
	SS
	

	Z1
	5
	17
	20
	28
	14
	3,35

	Z2
	5
	17
	24
	25
	13
	3,29

	Z3
	6
	18
	20
	28
	12
	3,26

	Z4
	0
	8
	21
	32
	23
	3,83

	Z5
	1
	1
	9
	17
	14
	4,00


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada variabel budaya etis organisasi, diperoleh informasi bahwa indikator pertama, yakni model peran yang visible (Z1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai pimpinan instansi pemerintah daerah cukup berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mendorong pencegahan kecurangan. Sebagian responden juga memberikan penilaian bahwa masih ada beberapa pimpinan yang kurang terlibat secara aktif sehingga peluang terjadinya keurangan masih dapat terjadi. 
Hasil analisis statistik deskriptif indikator mengenai komunikasi mengenai nilai dan aturan etis (Z2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,29. Hal ini memberikan informasi dimana responden menilai bahwa komunikasi terkait kode etik telah dilakukan, namun masih belum sepenuhnya tegas. Penerapan aturan etis dan kepatuhan yang masih kurang tegas dapat menjadi celah terjadinya kecurangan di instansi.  
Indikator pengadaan pelatihan etis (Z3) memiliki nilai rata-rata terendah dibadingkan indikator lainnya pada variabel budaya etis organisasi. Hal ini menunjukkan dimana responden menilai bahwa pelatihan terkait etis dalam mencegah kecurangan telah diadakan namun belum sepenuhnya optimal. 
Hasil analisis statistik indikator pemberian imbalan atas tindakan etis dan hukuman atau sanksi bagi tindakan tidak etis (Z4) sebesar 3,83. Hal ini memberikan informasi dimana responden menilai bahwa instansi cukup efektif dalam memberikan reward kepada pegawai yang berperilaku etis dan juga memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melakukan tindakan pelanggaran. Penerapan tersebut, dapat membantu instansi dalam mencegah peluang timbulnya risiko-risiko yang muncul diantara pegawai instansi. 
Indikator terakhir dalam variabel budaya etis organsisasi adalah indikator mekanisme perlindungan etika (Z5). Hasil analisis statistik deskriptif atas indikator tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,00. Nilai tersebut merupakan nilai dominan pada variabel budaya etis organsisasi yang dimana juga menunjukkan penilaian terhadap sistem perlindungan terhadap pelapor indikasi fraud (whistleblower) di instansi pemerintah telah diterapkan dengan baik. Instansi emenjaga kerahasiaan identitas pelapor sehingga pegawai intsnasi memiliki keberanian untuk melaporkan potensi kecurangan tanpa takut adanya tekanan atau balasan.  
4.3 [bookmark: _Toc213234644][bookmark: _Toc213943823]Hasil Analisis 
[bookmark: _Toc213234645]Hasil analisis dilihat melalui model pengukuran (outer model) yang digunakan untuk menilai validitas dan realibilitas dari indikator indikator pembentuk konstruk laten. Dalam pengujian tersebut, digunakan teknik analisis SmartPLS untuk menilai validitas dan realibilitas setiap indikator, yakni validitas konvergen, validitas diskriminan, dan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk mengukur validitas indikator dan konstruk, serta nilai Compsite Realibility untuk mengukur relibilitas indikator dan konstruk. Uji Validitas
4.3.1.1 Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Berikut merupakan hasil uji validitas konvergen pada penelitian ini:

[bookmark: _Toc213256131]Tabel 4.10 Outer Loading Tahap 1
	Indikator
	Manajemen Risiko (X1)
	Good Goverannce (X2)
	Pencegahan Kecurangan (Y)
	Budaya Etis Organisasi (Z)

	X1.1.1
	0,867
	
	
	

	X1.1.2
	0,913
	
	
	

	X1.2.1
	0,831
	
	
	

	X1.2.2
	0,801
	
	
	

	X1.3.1
	0,899
	
	
	

	X1.3.2
	0,859
	
	
	

	X2.1
	
	0,859
	
	

	X2.2
	
	0,093
	
	

	X2.3
	
	0,826
	
	

	X2.4
	
	0,785
	
	

	X2.5
	
	0,744
	
	

	X2.6
	
	0,854
	
	

	X2.7
	
	0,889
	
	

	X2.8
	
	0,075
	
	

	Y1.1
	
	
	0,772
	

	Y1.2
	
	
	0,717
	

	Y2.1
	
	
	0,834
	

	Y2.2
	
	
	0,814
	

	Y3.1
	
	
	0,850
	

	Y3.2
	
	
	-0,263
	

	Y4.1
	
	
	0,830
	

	Y4.2
	
	
	0,881
	

	Y5.1
	
	
	0,823
	

	Z1.1
	
	
	
	0,896

	Z1.2
	
	
	
	-0,234

	Z2.1
	
	
	
	0,853

	Z2.2
	
	
	
	-0,312

	Z3.1
	
	
	
	0,785

	Z3.2
	
	
	
	0,005

	Z4.1
	
	
	
	0,892

	Z4.2
	
	
	
	0,873

	Z5.1
	
	
	
	0,877


Sumber: SmartPLS 4.1, 2025
Berdasarkan hasil uji validitas konvergen pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa beberapa indikator tidak valid atau memenuhi persyaratan indikator pertanyaan. Indikator pertanyaan X2.2, X2.8, Y3.2, Z1.2, Z2.2 dan Z3.2 memiliki nilai < 0,70. Menurut (Ghozali & Latan, 2021), Rule of Thumb yang digunakan untuk menilai validitas konvergen adalah nilai loading factor > 0,7. Sehingga, dilakukan eliminasi untuk data yang tidak memenuhi syarat sehingga hasil perbaikan validitas konvergen disajikan sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256132]Tabel 4.11 Outer Loading Tahap 2
	Indikator
	Manajemen Risiko (X1)
	Good Governance (X2)
	Pencegahan Kecurangan (Y)
	Budaya Etis Organisasi (Z)
	Keterangan


	X1.1.1
	0,866
	
	
	
	Valid

	X1.1.2
	0,915
	
	
	
	Valid

	X1.2.1
	0,830
	
	
	
	Valid

	X1.2.2
	0,802
	
	
	
	Valid

	X1.3.1
	0,899
	
	
	
	Valid

	X1.3.2
	0,857
	
	
	
	Valid

	X2.1
	
	0,901
	
	
	Valid

	X2.3
	
	0,869
	
	
	Valid

	X2.4
	
	0,827
	
	
	Valid

	X2.5
	
	0,823
	
	
	Valid

	X2.6
	
	0,875
	
	
	Valid

	X2.7
	
	0,911
	
	
	Valid

	Y1.1
	
	
	0,773
	
	Valid

	Y1.2
	
	
	0,720
	
	Valid

	Y2.1
	
	
	0,840
	
	Valid

	Y2.2
	
	
	0,810
	
	Valid

	Y3.1
	
	
	0,852
	
	Valid

	Y4.1
	
	
	0,833
	
	Valid

	Y4.2
	
	
	0,883
	
	Valid

	Y5.1
	
	
	0,825
	
	Valid

	Z1.1
	
	
	
	0,895
	Valid

	Z2.1
	
	
	
	0,864
	Valid

	Z3.1
	
	
	
	0,814
	Valid

	Z4.1
	
	
	
	0,906
	Valid

	Z4.2
	
	
	
	0,882
	Valid

	Z5.1
	
	
	
	0,877
	Valid


Sumber: SmartPLS 4.1
Eliminasi data dilakukan pada indikator yang memliki nilai < 0,70. Sehingga, diperoleh data dimana seluruh nilai outer loading pada seluruh indikator > 0,70 yang berarti seluruh variabel dikatakan valid dan dapat diolah. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Setelah dilakukan uji konvergen, tahap selanjutnya adalah melakukan uji validitas diskriminan pada indikator. Dalam proses uji validitas diskriminan, kriteria yang harus dipenuhi ialah nilai loading untuk masing-masing indikator lebih besar dibandingkan nilai loading kontruk lain. Untuk hasil proses pengukuran validitas diskriminan dinamakan cross loading¸ dengan hasil pengukuran sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc213256133]Tabel 4.12 Cross Loading
	Item

	Manajemen Risiko (X1)
	Good Governance (X2)
	Pencegahan Kecurangan (Y)
	Budaya Etis Organisasi (Z)

	X1.1.1
	0,866
	-0,366
	0,188
	0,402

	X1.1.2
	0,915
	-0,349
	0,452
	0,159

	X1.2.1
	0,830
	-0,445
	0,117
	0,192

	X1.2.2
	0,802
	-0,378
	0,291
	0,236

	X1.3.1
	0,899
	-0,440
	0,206
	0,365

	X1.3.2
	0,857
	-0,266
	0,306
	0,295

	X2.1
	-0,360
	0,901
	0,189
	-0,336

	X2.3
	-0,410
	0,869
	0,053
	-0,385

	X2.4
	-0,375
	0,827
	-0,003
	-0,379

	X2.5
	-0,355
	0,823
	0,037
	-0,329

	X2.6
	-0,333
	0,875
	0,111
	-0,323

	X2.7
	-0,426
	0,911
	0,057
	-0,343

	Y1.1
	0,250
	0,039
	0,773
	-0,208

	Y1.2
	0,227
	0,043
	0,720
	-0,137

	Y2.1
	0,254
	0,175
	0,840
	-0,246

	Y2.2
	0,112
	0,312
	0,810
	-0,394

	Y3.1
	0,331
	0,029
	0,852
	-0,330

	Y4.1
	0,315
	0,111
	0,833
	-0,212

	Y4.2
	0,361
	0,100
	0,883
	-0,249

	Y5.1
	0,391
	0,098
	0,825
	-0,278

	Z1.1
	0,375
	-0,432
	-0,223
	0,895

	Z2.1
	0,250
	-0,349
	-0,198
	0,864

	Z3.1
	0,389
	-0,438
	-0,231
	0,814

	Z4.1
	0,213
	-0,278
	-0,306
	0,906

	Z4.2
	0,156
	-0,250
	-0,394
	0,882

	Z5
	0,276
	-0,343
	-0,237
	0,877


Sumber: SmartPLS 4.1
Langkah terakhir dalam uji validitas adalah dengan mengukur validitas konvergen dengan menggunakan parameter Average Variance Extracted (AVE). Uji dengan menggunakan nilai AVE dilakukan dengan melihat korelasi antar akar kuadrat AVE dengan struktur laten dengan menggunakan aturan praktis akar kuadrat AVE > 0,50. Berikut hasil pengujian AVE untuk masing-masing konstruk laten: 	Comment by USER: apa itu konstruk laten? (berdasarkan hasil peenlitian) atau sesuaikan sama bab 3
[bookmark: _Toc213256134]Tabel 4.13 Average Variance Extracted (AVE)
	Variabel
	AVE
	Keterangan

	Manajemen Risiko (X1) 
	0,743
	Valid

	Good Governance (X2)
	0,754
	Valid

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,670
	Valid

	Budaya Etis Organisasi (Z)
	0,763
	Valid


Sumber: SmarPLS 4.1
Berdasarkan nilai AVE dari masing-masing konstruk laten tersebut, menunujukkan bahwa seluruh indikator dikatakan mampu mewakili setiap konstruk latennya masing-masing dengan baik seluruh konstruk menghasilkan nilai > 0,50 yang berarti semua indikator konstruk dikatakan valid dan memenuhi persyaratan validitas konvergen dan realibilitas. 	Comment by USER: lanjutan buat penjelasan semhas: 

Dari hasil pengujian outer loadings, cross loadings, dan Average Variance Extracted, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh indikator dan seluruh konstruk laten dalam penelitian ini lolos uji validitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai untuk masing-masing pengujian telah memenuhi kriteria nilai yang direkomendasikan
4.3.2 [bookmark: _Toc213234646][bookmark: _Toc213943824]Uji Relibialitas 
Outer model juga dapat diukur menggunakan nilai cronbach’s alpha dan compsite reliability. Dalam pengujian ini, suatu indikator dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability  > 0,70 dan cronbach’s alpha >0,70 (Ghozali & Latan, 2021). Hasil pengujian reliabialitas disajikan dalam tabel berikut: 
[bookmark: _Toc213256135]Tabel 4.14 Cronbach’s alpha dan Compsoite reliability
	Variabel
	Cronbach's alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Keterangan

	Manajemen Risiko (X1)
	0,933
	1,017
	0,945
	Reliabel

	Good Governance (X2)
	0,949
	1,213
	0,948
	Reliabel

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,930
	0,940
	0,942
	Reliabel

	Budaya Etis Organisasi (Z)
	0,939
	0,978
	0,951
	Reliabel


Sumber: SmartPLS 4.1
Berdasarkan pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa nilai cronbach’s alpha dan compsite reliability pada masing-masing variabel menunjukkan nilai > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa variabel manajemen risiko, good governance, pencegahan kecurangan, dan budaya etis organisasi bersifat reliabel dan memenuhi uji reliabilitas. 
4.4 [bookmark: _Toc213234647][bookmark: _Toc213943825]Model Struktural (Inner Model)
Model Struktural (Inner Model) digunakan untuk melihat hubungan antar variabel penelitian, nilai signifikansi dan R-square untuk model penelitian.  
4.4.1 [bookmark: _Toc213234648][bookmark: _Toc213943826]R-Square 
[bookmark: _Toc213256136]Tabel 4.15 R Square
	Variabel
	R-square

	Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,762


Sumber: SmartPLS 4.1, 2025
Berdasarkan tabel 4.15, nilai R Square untuk variabel pencegahan kecurangan sebesar 0,762. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki kemampuan yang dapat membentuk pengaruh terhadap manajemen risiko, good governance, dan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi. 
4.4.2 [bookmark: _Toc213234649][bookmark: _Toc213943827]F-Square
[bookmark: _Toc213256137]Kriteria selanjutnya dalam melakukan analisis model structural (inner model) adalah dengan melihat nilai f-square. Nilai F-Square  digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Nilai F-Square 0,35 menunjukkan model kuat, 0,15 menunjukkan model moderate, dan 0,02 menunjukkan model lemah. Berikut hasil pengujian f-square pada penelitian ini:
Tabel 4.16 F-Square
	Variabel
	Pencegahan Kecurangan (Y)

	Manajemen Risiko (X1)
	1,711

	Good Governance (X2)
	0,388

	Budaya Etis Organisasi (Z) x Manajemen Risiko (X1)
	0,742

	Budaya Etis Organisasi (Z) x Good Governance (X2)
	0,192


Sumber: SmartPLS 4.1, 2025
Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat bahwa nilai f-square untuk variabel manajemen risiko (X1) sebesar 1,711 ( > 0,35)  yang menunjukkan bahwa effect size atas variabel tersebut adalah kuat. Variabel good governance (X2) memiliki nilai f-square sebesar 3,88 ( > 0,35) yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang kuat. Pada variabel moderasi, nilai f-square untuk variabel budaya etis organisasi (Z)  x manajemen risiko (X1) memiliki nilai f-square sebesar 0,742 ( > 0,35) yang menunjukka bahwa effect size pada variabel tersebut adalah kuat. Dan untuk variabel terakhir, yakni budaya etis organisasi (Z) x good governance (Y) memiliki nilai f-square sebesar 0,192 ( > 0,15) yang menunjukkan bahwa effect size dari variabel tersebut adalah moderate. 
4.5 [bookmark: _Toc213234651][bookmark: _Toc213943828]Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis yang di lakukan pada model SEM-PLS pada program SmartPLS 4.1 menggunakan path coefficient output yang dihasilkan dari perintah boothstrapping.  Uji hipotesis tersebut dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen tehadap variabel dependen yang dimana hasilnya dapat berupa hipotesis diterima atau ditolak dengan memeriksa nilai melalui signifikansi antar variabel dari nilai path coefficient dn nilai p value. Selanjutnya, dilakukan uji Moderated Regression Analysis (MRA) untuk melihat apakah variabel moderasi mampu memberikan pengaruh baik dalam bentuk memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.  
Rule of thumb dinyatakan mendukung sebuah hipotesis penelitian jika koefisien hubungan antar variabel (dengan melihat nilai original sample) sejalan dengan yang dihipotesiskan. Selain itu, dengan kriteria nilai t-statistic > 1,98 (two tailed) dan p-value < 0,05 maka bisa dikatakan berpengaruh signifikan (Ghozali & Latan, 2021). Hasil bootstrapping pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
[bookmark: _Toc213256138]Tabel 4.17 Path Coefficient
	
	Original Sample (O)
	Sample Mean (M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T Statistics (|O/STDEV|)
	P Values

	Manajemen Risiko (X1) -> Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,730
	0,621
	0,201
	3,636
	0,000

	Good Governance (X2) -> Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,366
	0,285
	0,181
	2,019
	0,044

	Manajemen Risiko (X1) x Budaya Etis Organisasi (Z) -> Pencegahan Kecurangan (Y)
	0,336
	0,298
	0,157
	2,144
	0,032

	Good Governance (X2) x Budaya Etis Organisasi (Z) -> Pencegahan Kecurangan (Y)
	-0,218
	-0,201
	0,163
	1,337
	0,181

	Budaya Etis Organisasi (Z) -> Pencegahan Kecurangan (Y)
	-0,111
	-0,117
	0,155
	0,721
	0,471


Sumber: SmartPLS 4.1, 2025
Berdasarkan hasil bootstrapping pada tabel 4.17, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Hipotesis Pertama (H1) 
Hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai original sample sebesar 0,730 (positif) dan p-value 0,000 (< 0,05). Pada hasil path coefficient tersebut dapat dilihat bahwa nilai original sample bertanda positif yang berarti adanya pengaruh searah dan nilai t-statistic 3,636 (> 1,98) menunjukkan adanya pengaruh signifikan atas hubungan variabel tersebut. Sehingga, dapat diketahui bahwa semakin tinggi manajemen risiko, maka pencegahan kecurangan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. 
2) Hipotesis Kedua (H2)
Hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai original sample sebesar 0,366 (positif) dan p-value 0,044 (< 0,05). Berdasarkan hasil path coefficient tersebut, dapat dilihat bahwa original sample bernilai positif yang menunjukkan adanya hubungan searah antar good governance dengan pencegahan kecurangan dengan nilai t-statistic sebesar 2,019 (> 1,98) yang berarti terdapat pengaruh signifikan atas hubungan variabel tersebut.   Sehingga, dapat disimpulkan bahwa good governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan kecurangan, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. 
3) Hipotesis Ketiga (H3) 
Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai original sample sebesar 0,336 (positif) dan p-value 0,032 (< 0,05). Pada hasil path coefficient tersebut dapat dilihat bahwa nilai original sample bertanda positif yang berarti adanya pengaruh searah dengan nilai t-statistic sebesar 2,144 (> 1,98) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan atas hubungan variabel tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bawa budaya etis organisasi mampu memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga, hipotesis ketiga (H3) diterima.

4) Hipotesis Keempat (H4) 
Hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai original sample sebesar -0,218 (negatif) dan p-value 0,181 ( > 0,05). Berdasarkan hasil path coefficient tersebut dapat dilihat bahwa nilai original sample bernilai negatif yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh atas hubungan hipotesis tersebut. Selain itu, t-statistic menunjukkan nilai sebesar 1,337 ( < 1,98) yang berarti tidak ada pengaruh signifikan atas hubungan variabel tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa budaya etis organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh good governance terhadap pencegahan kecurangan. Sehingga, hipotesis keempat (H4) ditolak. 
4.6 [bookmark: _Toc213234652][bookmark: _Toc213943829]Pembahasan
4.6.1 [bookmark: _Toc213234653][bookmark: _Toc213943830]Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Kecurangan 
Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis pertama, diperoleh nilai original sample sebesar 0,730, nilai t-statistic sebesar 3,636, dan p-value sebesar 0,000.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, semakin efektif penerapan manajemen risiko pada suatu instansi, maka semakin kuat pula kemampuan instansi tersebut dalam mencegah terjadinya kecurangan, begitupun sebaliknya penerapannya kurang efektif.  
Hasil uji hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wilda et al., 2024) dan (Sulistiyo & Yanti, 2022) yang dimana dinyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. 
Penelitian ini mendukung teori stewrardship yang dimana Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau sebagai auditor akan menjalankan perannya dalam melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, pengawasam serta pemeriksaan secara berkala untuk mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat mencapai tujuan pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari kecurangan. 
Manajemen risiko memiliki peran yang penting dalam mencegah serta mengendalikan risiko, khususnya dalam pengendalian internal yang berfungsi untuk mencegah serta mendeteksi kecurangan. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk membantu pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam mengidentifikasi risiko secara akurat dan mengambil keputusan yang paling optimal (F. Lestari & Mayangsari, 2023). Ketika melibatkan manajemen risiko dalam perencanaan strategis, tahap pelaksanaan, hingga evaluasi akhir dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko sehingga potensi risiko dapat dikenali dan ditangani lebih cepat. 	Comment by Nadila Azizah: Tambahin ntr haraphap, ref nya ada di hal 79 ref ku
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif atas variabel manajemen risiko yang telah dilakukan sebelumnya, nilai mean tertinggi adalah indikator penetapan konteks. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan awal, yakni mengidentifikasi risiko merupakan hal paling penting dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif untuk mencegah kecurangan di lingkungan pemintah. Penetapan konteks yang baik akan membantu instansi dalam mengelola risiko serta memahami area-area yang berpotensi menjadi celah kecurangan. 
4.6.2 [bookmark: _Toc213234654][bookmark: _Toc213943831]Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan 
Hasil pengujian untuk hipotesis kedua, diperoleh nilai original sample sebesar 0,366 nilai t-statistic sebesar 2,019, dan p-value sebesar 0,044. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola yang dijalankan oleh suatu instansi pemerintah, maka semakin kuat pula kemampuan instansi dalam mencegah terjadinya kecurangan. 
Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauzia & Harnovinsah, 2021) dan (Nafisah & Witono, 2024), dimana dinyatakan bahwa good government governance berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, dimana dijelaskan bahwa APIP atau auditor yang bertindak sebagai steward tidak akan bekerja atas dasar kepentingan pribadi, namun akan termotivasi untuk memenuhi principal atau pemenuhan tujuan bersama dengan memastikan prinsip-prinsip good governance diterapkan di instansi pemerintah yang bertindak sebagai principal untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan sehingga dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.  
Tata kelola pemerintahan menjadi cerminan kualitas suatu pemerintahan serta berperan meningkatkan nilai pemerintahan sebagai hasil dari sistem tata kelola yang dianggap efektif dalam memeriksa dan mengelola instansi (Pratiwi, 2022). Penerapan good governance yang baik mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal sehingga mampu mengurangi risiko-risiko kecurangan pada instansi. 
Indikator proporsionalitas menjadi indikator dominan dalam variabel good governance berdasarkan nilai mean pada hasil analisis statistik yang telah dilakukan sebelumya. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas yang proporsional merupakan hal yang penting dan menjadi perhatian dalam penerapan good governance dalam pencegahan kecurangan karena dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, mengurangi tekanan pekerjaan yang dapat memicu bibit kecurangan, serta meningkatkan akuntabilitas setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat mendukung upaya penceahan di lingkungan pemerintah daerah. 
4.6.3 [bookmark: _Toc213234655][bookmark: _Toc213943832]Budaya Etis Organisasi Memoderasi Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Pencegahan Kecurangan 
Berdasarkan hasil pengujian pada hipotesis ketiga, diperoleh nilai original sample sebesar 0,336, nilai t-statistic sebesar 2,144, dan nilai p-value sebesar 0,032. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya etis organisasi mampu memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini berarti, apabila budaya organisasi terkait manajemen risiko di suatu nstansi meningkat, maka kemampuan mencegah kecurangan pada instansi juga akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengujian, jenis moderasi pada hipotesis ini adalah moderasi murni (pure moderator), dikarenakan nilai signifikansi variabel moderasi sebesar 0,471 (> 0,05) dan uji variabel bebas dikali variabel moderasi 0,032 (< 0,05) yang mengacu pada variabel yang bertindak sebagai mediator antar variabel. Hal ini menunjukkan budaya etis organisasi tidak secara langsung mempengaruhi pencegahan kecurangan, tetap berfungsi memperkuat atau memperlemah pengaruh manajemen risko terhadap pencegahan kecurangan. Dengan demikian, semakin kuat budaya etis organisasi yang diterapkan di instansi, maka pengaruh manajemen risiko dalam mencegah kecurangan juga akan semakin kuat. 
Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian (Akbar et al., 2019) yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi mampu memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan, yang mengartikan bahwa budaya etis oagnisasi yang baik dapat mendukung efektivitas pengendalian internal, termasuk penerapan manajemen risiko dalam mencegah kecurangan dalam instansi. Dan juga, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo et al., 2025) dimana dinyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.	Comment by USER: Tambahin versi budaya etis ke pencegeahan kecurangan yang positif 
Dalam teori stewardship, dijelaskan bahwa sifat manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Nilai-nilai yang teranut dalam budaya etir organisasi, mempengaruhi cara kerja dan perilaku individu supaya sesuai dengan tujuan organisasi serta mendorong terciptanya perilaku yag baik. Dalam hal ini, budaya etisorganisasi tidak hanya membentuk sikap individu, namun juga memegang peran dalam memperkuat efektivitas manajemen risiko. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Artini, 2020) menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang lebih etis, pegawai akan cenderung menerapkan peraturan-peraturan organisasi dan menghindari kecurangan dalam instansi. Sehingga dalam penerapanya, budaya etis organisasi yang baik akan mempengaruhi kemapuan manajemen risiko dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam instansi pemerintah. 
4.6.4 [bookmark: _Toc213234656][bookmark: _Toc213943833]Budaya Etis Organisasi Memoderasi Pengaruh Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan
Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukkan nilai original sample sebesar -0,218, nilai t-statistic sebesar 1,337, dan nilai p-value sebesar 0,181. Hal ini menunjukkan bahwa budaya etis organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh good governance terhadap pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, budaya etis organisasi tidak berperan dan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi penerapan good governance terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengujian, jenis moderasi pada hipotesis ini adalah moderasi potensial (homolgiser moderator), dikarenakan nilai signifikansi variabel moderasi sebesar 0,471 ( > 0,05) dan uji variabel bebas dikali variabel moderasi 0,181 (> 0,05) yang berarti walau secara teori penerapan budaya etis organisasi dapat meningkatkan efektivitas penerapan good governance terhadap pencegahan kecurangan, namun hasilnya dapat dilihat bahwa penerapan good governance tetap akan mempengaruhi pencegahan kecurangan tanpa dipengaruhi oleh kondisi budaya etis organisasi. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo et al., 2025) dimana dinyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Akan tetapi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Murhaban et al., 2024) yang dimana dikatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh dan signifikan dalam mencegah kecurangan. 
Berdasarkan teori stewardship, jika suatu instansi memiliki budaya etis yang kuat, maka individu tersebut akan lebih termotivasi untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut yang akan mempengaruhi efektivitas good governance. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya tata kelol ayang baik, karena setiap individu merasa memiliki tanggung jawab modal dan etis untuk menjaga integritas dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan di lingkungan pemerintah. 
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekuat dan efektif apapun penerapan budaya etis organisasi pada suatu instansi, kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi efektivitas good governance dalam mencegah kecuangan. Dengan kata lain, penerapan good governance sendiri mampu dalam meningkatkan upaya pencegahan kecurangan tanpa diperngaruhi oleh budaya etis organisasi, sehingga keberadaan budaya etis organisasi dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan tersebut.  
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BAB V
[bookmark: _Toc213234658][bookmark: _Toc213943835]PENUTUP

5.1 [bookmark: _Toc213234659][bookmark: _Toc213943836]Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh melalui analisis data serta uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Manajemen risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Pengaruh positif dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektif manajemen risiko, maka kemampuan instansi dalam mencegah kecurangan juga akan semakin meningkat. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh penting dalam mencegah kecurangan dalam instansi. 
2. Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan good governance pada suatu instansi, maka akan meningkatkan kemampuan pencegahan kurangannya. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa good governance memberikan pengaruh yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam instansi. 
3. Budaya etis organisasi mampu memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya etis organisasi yang baik, dapat memperkuat peran manajemen risiko dalam pencegahan kecurangan, sehingga upaya pencegahan kecurangan menjadi lebih optimal ketika didukung nilai-nilai etis dalam budaya kerja organisasi. 

4. 
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5. Budaya etis organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh good governance terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan good governance sudah cukup kuat dalam mencegah terjadinya kecurangan tanpa dipengaruhi atau diperkuat oleh budaya etis organisasi. 
5.2 [bookmark: _Toc213234660][bookmark: _Toc213943837]Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hingga penarikkan kesimpulan, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Instansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat penerapan manajemen secara menyeluruh dengan salah satu utamanya melakukan identifikasi risiko. Hal ini dilakukan supaya setiap potensi risiko dapat teridentifikasi lebih awal dan dapat ditindaklanjuti secara tepat. Selain itu, APIP sebagai pengawas internal juga diharapkan untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan instansi pemerintah daerah, sehingga proses pengawasan juga mampu memberikan rekomendasi strategis dalam mencegah kecurangan di lingkungan pemerintahan. 
2. Instansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek proporsionalitas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi-potensi kecurangan dengan distribusi kerja pada seluruh pegawai. Dalam mendukung hal tersebut, APIP diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan memastikan bahwa beban kerja antarunit tetap seimbang dan sesuai tupoksi. Kerjasama antara instansi dan APIP dalam memantau serta mengevaluasi penerapan asas-asas good governance dpat memperkuat upaya pencegahan kecurangan dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.  
3. [bookmark: _GoBack]Instansi pemerintah diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai integritas dan etika dalam budaya kerja untuk dapat mendukung efektivitas manajemen risiko dalam mencegah kecurangan. Dalam hal ini, APIP sebagai pengawas internal diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam menanamkan dan mengawasi penerapan budaya etis di lingkungan instansi dengan memastikan nilai-nilai tersebut telah ditanamkan untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan instansi pemerintah daerah.  
4. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif pegawai pada instansi pemerintah yang terlibat langsung dengan risiko-risiko supaya mendapat hasil penelitian yang dapat digeneralisasi atau komparatif sehingga dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. 
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LAMPIRAN















Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN
“Pengaruh Manajemen Risiko dan Good Governance terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Variabel Moderasi”. 

Kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden yang terhormat, 
Sehubungan dengan salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Studi (S1) Universitas Mulawarman, saya: 
Nama Peneliti		: Nadila Noor Azizah 
NIM			: 2101036093
Program Studi 	: (S1) – Akuntansi
Fakultas		: Ekonomi dan Bisnis
Bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah sebagai salah satu  syarat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko dan good governance terhadap pencegahan kecurangan dengan budaya etis organisasi sebagai variabel moderasi. 
	Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk dapat meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner ini. Jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan sangatlah berharga karena hasil penelitian ini ditentukan oleh jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i), sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara(i) dapat menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner ini dengan jujur dan terbuka. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i) akan dijamin kerahasiaannya dan digunakan semata-mata hanya untuk keperluian akademis. Saya sangat menghargai bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan dalam penelitian ini, untuk itu saya mengucapkan terimakasih. 
Identitas Responden 
	Nama
	: 
	: .....................................

	Jenis Kelamin
	:
	: Laki-Laki / Perempuan

	Usia
	:
	: .......... tahun

	Jabatan saat ini 
	:
	: .....................................

	Pendidikan terakhir
	:
	: .....................................

	

	
	


 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) memilih jawaban yang menggambarkan persepsi anda sebagai auditor internal pemerintah Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari setiap pertanyaan, dimana: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral  (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS) 


	Variabel Y = Pencegahan Kecurangan

	No.
	Pernyataan
	Skor Penilaian

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Penetapan serta komitmen melaksanakan kebijakan anti fraud

	1.
	Instansi telah senantiasa mengikuti peraturan terbaru sebagai upaya pencegahan kecurangan dengan  mengimplementasikan program pengendalian anti fraud.
	
	
	
	
	

	2. 
	Kebijakan anti fraud di instansi mendorong lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah kecurangan.
	
	
	
	
	

	Prosedur pencegahan baku

	3.
	Instansi melakukan rotasi pegawai secara berkala untuk menghindari potensi fraud dan memastikan transparansi.
	
	
	
	
	

	4.
	Akses ke data dan komputer dalam sistem dikendalikan dengan baik.
	
	
	
	
	

	Pembentukan dan pelaksanaan fungsi unit audit internal 

	5.
	Intansi melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan sebagai bentuk waspada terhadap fraud.  
	
	
	
	
	

	6.
	Instansi tidak memiliki fungsi audit internal yang efektif dalam hal pengawasan dan upaya pencegahan kecurangan.  
	
	
	
	
	

	Teknik pengendalian

	7.
	Instansi memiliki pemisahan tugas yang jelas dalam pencatatan transaksi, menyimpan, dan mengelola aset yang dimiliki instansi  baik yang bersumber dari APBN/APBD dan sumber lainnya. 
	
	
	
	
	

	8.
	Pengawasan terhadap proses kerja dan transaksi di instansi dilakukan secara memadai didukung dengan bukti untuk mengurangi risiko fraud. 
	
	
	
	
	

	Kepekaan terhadap fraud

	9. 
	Pegawai instansi didorong untuk melaporkan segala aktivitas atau transaksi yang mencurigakan dari rekan kerja. 
	
	
	
	
	



	Variabel X1 = Manajemen Risiko 

	No.
	Pernyataan
	Skor Penilaian

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Penetapan Konteks

	10.
	Instansi memiliki proses identifikasi risiko yang berkualitas dan mampu mengatasi berbagai potensi kecurangan. 
	
	
	
	
	

	11.
	Risk Register sudah disusun dengan memadai untuk mendokumentasikan risiko yang telah diidentifikasi. 
	
	
	
	
	

	Penilaian Risiko 

	12.
	[bookmark: _Hlk201938504]Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada seluruh tingkat unit kerja. 
	
	
	
	
	

	13.
	Instansi telah menentukan prioritas risiko pada seluruh operasional unit kerja dan strategis unit kerja. 
	
	
	
	
	

	Penanganan Risiko

	14.
	Instansi memiliki langkah monitoring risiko sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. 
	
	
	
	
	

	15.
	Instansi melakukan reviu secara menyeluruh terhadap risiko operasional dan strategis unit kerja. 
	
	
	
	
	



	Variabel X2 = Good Governance 

	No.
	Pernyataan
	Skor Penilaian

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Kepastian hukum

	16.
	Instansi berpegang pada prinsip kehati-hatian, patuh terhadap perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan instansi. 
	
	
	
	
	

	Tertib penyelenggaraan negara 

	17.
	Kebijakan di beberapa instansi tidak diterapkan secara konsisten, sehingga membuka peluang terjadinya fraud. 
	
	
	
	
	

	Kepentingan Umum

	18.
	Kebijakan dan program yang ditetapkan oleh instansi selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. 
	
	
	
	
	

	Transparansi

	19.
	Instansi memberikan akses secara terbuka atas masalah informasi yang wajib diketahui oleh publik, seperti rencana strategis kebijakan anggaran yang dilaksanakan dan laporan secara periodik.
	
	
	
	
	

	Proporsionalitas

	20.
	Pembagian tugas antar unit kerja dilaksanakan secara adil sehingga tidak ada pihak atau pegawai yang memiliki tanggung jawab berlebihan diluar tupoksinya. 
	
	
	
	
	

	Profesionalitas

	[bookmark: _Hlk201938252]21.
	Pegawai instansi menjalankan tanggungjawabnya dengan kinerja yang baik sebagai bentuk mencegah kecurangan. 
	
	
	
	
	

	Akuntabilitas

	22.
	Instansi memenuhi tanggung jawabnya dalam menyusun laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (meliputi LPPD, LKPJ, RLPPD) dengan tepat waktu. 
	
	
	
	
	

	Efektifitas dan efisiensi

	23.
	Beberapa program dan kebijakan di instansi tidak dijalankan secara efisien dan optimal sehingga menyebabkan pemborosan anggaran. 
	
	
	
	
	



	Variabel Z = Budaya Etis Organisasi 

	No.
	Pernyataan
	Skor Penilaian

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	Peran atasan yang visible 

	24.
	Pimpinan kerja instansi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi dalam mencegah kecurangan.
	
	
	
	
	

	25.
	[bookmark: _Hlk201932726]Beberapa pemimpin di intansi kurang terlibat dalam proses operasional sehingga membuka peluang fraud di lingkungan kerja. 
	
	
	
	
	

	Komunikasi mengenai nilai dan aturan etis 

		26.
	Instansi menerapkan peraturan kepatuhan dan kode etik secara tegas dan disiplin. 
	
	
	
	
	

	27.
	Instansi masih kurang tegas dalam menegakkan peraturan kepatuhan, sehingga masih terjadi kecurangan oleh pegawai pemerintah. 
	
	
	
	
	

	Pengadaan pelatihan etis 

	28.
	Instansi mengadakan pelatihan etis mengenai standar tujuan organisasi yang menjelaskan praktik-praktik yang  tidak diperbolehkan dan mengenai dilema etis yang mungkin muncul. 
	
	
	
	
	

	29.
	[bookmark: _Hlk201933338]Instansi tidak memiliki/mengikuti pelatihan etis mengenai standar tujuan organisasi sehingga ada kemungkinan munculnya fraud.
	
	
	
	
	

	Memberikan imbalan atas tindakan etis dan hukuman atau sanksi bagi tindakan tidak etis

	30.
	Instansi memberikan sanksi yang sepadan untuk segala perilaku tidak etis yang melanggar SOP, hukum, atau standar profesional.
	
	
	
	
	

	31.	Comment by Nadila Azizah: Berdasarkan pasal 21 UU no. 20 tahun 2023 ttg ASN
	Pegawai instansi menerima penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang sesuai dengan kinerjanya. 
	
	
	
	
	

	Mekanisme perlindungan etika 

	32.
	Instansi menjaga kerahasiaan identitas pegawai yang melaporkan indikasi fraud untuk melindungi pelapor.
	
	
	
	
	




















Lampiran 2. Tabulasi Data 42 Kuesioner Tahap 1
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Lampiran 3. Hasil Olah Data pada SmartPLS 4.1
1) Outer Loading Tahap 1
	
	X1
	X2
	Y
	Z
	Z x X2
	Z x X1

	X1.1.1
	0,867
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.1.2
	0,913
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.2.1
	0,831
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.2.2
	0,801
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.3.1
	0,899
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.3.2
	0,859
	 
	 
	 
	 
	 

	X2.1
	 
	0,859
	 
	 
	 
	 

	X2.2
	 
	0,093
	 
	 
	 
	 

	X2.3
	 
	0,826
	 
	 
	 
	 

	X2.4
	 
	0,785
	 
	 
	 
	 

	X2.5
	 
	0,744
	 
	 
	 
	 

	X2.6
	 
	0,854
	 
	 
	 
	 

	X2.7
	 
	0,889
	 
	 
	 
	 

	X2.8
	 
	0,075
	 
	 
	 
	 

	Y1.1
	 
	 
	0,772
	 
	 
	 

	Y1.2
	 
	 
	0,717
	 
	 
	 

	Y2.1
	 
	 
	0,834
	 
	 
	 

	Y2.2
	 
	 
	0,814
	 
	 
	 

	Y3.1
	 
	 
	0,850
	 
	 
	 

	Y3.2
	 
	 
	-0,263
	 
	 
	 

	Y4.1
	 
	 
	0,830
	 
	 
	 

	Y4.2
	 
	 
	0,881
	 
	 
	 

	Y5.1
	 
	 
	0,823
	 
	 
	 

	Z1.1
	 
	 
	 
	0,896
	 
	 

	Z1.2
	 
	 
	 
	-0,234
	 
	 

	Z2.1
	 
	 
	 
	0,853
	 
	 

	Z2.2
	 
	 
	 
	-0,312
	 
	 

	Z3.1
	 
	 
	 
	0,785
	 
	 

	Z3.2
	 
	 
	 
	0,005
	 
	 

	Z4.1
	 
	 
	 
	0,892
	 
	 

	Z4.2
	 
	 
	 
	0,873
	 
	 

	Z5.1
	 
	 
	 
	0,877
	 
	 

	Z x X1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000

	Z x X2
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 





2) Outer Loading Tahap 2
	
	X1
	X2
	Y
	Z
	Z x X1
	Z x X2

	X1.1.1
	0,866
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.1.2
	0,915
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.2.1
	0,830
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.2.2
	0,802
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.3.1
	0,899
	 
	 
	 
	 
	 

	X1.3.2
	0,857
	 
	 
	 
	 
	 

	X2.1
	 
	0,901
	 
	 
	 
	 

	X2.3
	 
	0,869
	 
	 
	 
	 

	X2.4
	 
	0,827
	 
	 
	 
	 

	X2.5
	 
	0,823
	 
	 
	 
	 

	X2.6
	 
	0,875
	 
	 
	 
	 

	X2.7
	 
	0,911
	 
	 
	 
	 

	Y1.1
	 
	 
	0,773
	 
	 
	 

	Y1.2
	 
	 
	0,720
	 
	 
	 

	Y2.1
	 
	 
	0,840
	 
	 
	 

	Y2.2
	 
	 
	0,810
	 
	 
	 

	Y3.1
	 
	 
	0,852
	 
	 
	 

	Y4.1
	 
	 
	0,833
	 
	 
	 

	Y4.2
	 
	 
	0,883
	 
	 
	 

	Y5.1
	 
	 
	0,825
	 
	 
	 

	Z1.1
	 
	 
	 
	0,895
	 
	 

	Z2.1
	 
	 
	 
	0,864
	 
	 

	Z3.1
	 
	 
	 
	0,814
	 
	 

	Z4.1
	 
	 
	 
	0,906
	 
	 

	Z4.2
	 
	 
	 
	0,882
	 
	 

	Z5.1
	 
	 
	 
	0,877
	 
	 

	Z x X1
	 
	 
	 
	 
	1,000
	 

	Z x X2
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000



3) Construct and Validity 
	
	Cronbach's 
alpha
	Composite 
reliability (rho_a)
	Composite 
reliability (rho_c)
	Average 
variance 
extracted (AVE)

	X1
	0,933
	1,017
	0,945
	0,743

	X2
	0,949
	1,213
	0,948
	0,754

	Y
	0,930
	0,940
	0,942
	0,670

	Z
	0,939
	0,978
	0,951
	0,763





4) Cross Loading 
	
	X1
	X2
	Y
	Z
	Z x X1
	Z x X2

	X1.1.1
	0,866
	-0,366
	0,188
	0,402
	-0,397
	0,304

	X1.1.2
	0,915
	-0,349
	0,452
	0,159
	-0,147
	0,076

	X1.2.1
	0,830
	-0,445
	0,117
	0,192
	-0,297
	0,149

	X1.2.2
	0,802
	-0,378
	0,291
	0,236
	-0,149
	0,089

	X1.3.1
	0,899
	-0,440
	0,206
	0,365
	-0,367
	0,204

	X1.3.2
	0,857
	-0,266
	0,306
	0,295
	-0,304
	0,115

	X2.1
	-0,360
	0,901
	0,189
	-0,336
	0,173
	0,143

	X2.3
	-0,410
	0,869
	0,053
	-0,385
	0,104
	0,033

	X2.4
	-0,375
	0,827
	-0,003
	-0,379
	0,010
	0,160

	X2.5
	-0,355
	0,823
	0,037
	-0,329
	0,013
	0,115

	X2.6
	-0,333
	0,875
	0,111
	-0,323
	0,060
	0,053

	X2.7
	-0,426
	0,911
	0,057
	-0,343
	0,038
	0,106

	Y1.1
	0,250
	0,039
	0,773
	-0,208
	0,426
	-0,386

	Y1.2
	0,227
	0,043
	0,720
	-0,137
	0,450
	-0,423

	Y2.1
	0,254
	0,175
	0,840
	-0,246
	0,476
	-0,347

	Y2.2
	0,112
	0,312
	0,810
	-0,394
	0,443
	-0,215

	Y3.1
	0,331
	0,029
	0,852
	-0,330
	0,483
	-0,358

	Y4.1
	0,315
	0,111
	0,833
	-0,212
	0,413
	-0,329

	Y4.2
	0,361
	0,100
	0,883
	-0,249
	0,497
	-0,385

	Y5.1
	0,391
	0,098
	0,825
	-0,278
	0,497
	-0,458

	Z1.1
	0,375
	-0,432
	-0,223
	0,895
	-0,387
	0,312

	Z2.1
	0,250
	-0,349
	-0,198
	0,864
	-0,310
	0,108

	Z3.1
	0,389
	-0,438
	-0,231
	0,814
	-0,394
	0,158

	Z4.1
	0,213
	-0,278
	-0,306
	0,906
	-0,374
	0,312

	Z4.2
	0,156
	-0,250
	-0,394
	0,882
	-0,326
	0,245

	Z5.1
	0,276
	-0,343
	-0,237
	0,877
	-0,281
	0,337

	Z x X1
	-0,286
	0,121
	0,563
	-0,394
	1,000
	-0,552

	Z x X2
	0,156
	0,113
	-0,440
	0,287
	-0,552
	1,000




5) R-Square
	
	R-square
	R-square adjusted

	Y
	0,762
	0,729










6) F-Square
	
	X1
	X2
	Y
	Z
	Z x X1
	Z x X2

	X1
	 
	 
	1,711
	 
	 
	 

	X2
	 
	 
	0,388
	 
	 
	 

	Y
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Z
	 
	 
	0,037
	 
	 
	 

	Z x X1
	 
	 
	0,742
	 
	 
	 

	Z x X2
	 
	 
	0,192
	 
	 
	 



7) Path Coefficient – Mean, STDEV, T-Values, P-Values
	
	Original 
sample (O)
	Sample 
mean (M)
	Standard 
deviation (STDEV)
	T statistics 
(|O/STDEV|)
	P values

	X1 -> Y
	0,730
	0,621
	0,201
	3,637
	0,000

	X2 -> Y
	0,366
	0,285
	0,181
	2,021
	0,043

	Z -> Y
	-0,111
	-0,117
	0,155
	0,721
	0,471

	Z x X1 -> Y
	0,336
	0,298
	0,157
	2,144
	0,032

	Z x X2 -> Y
	-0,218
	-0,201
	0,163
	1,337
	0,181
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